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ABSTRACT 
THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND MANAGEMENT POLICY IN 
TANJUNG SEWR SUB-DISTRICT, BULUNGAN REGENCY, 
NORIB KALIMANTAN PROVINCE 
Mikael 
Mikael_kel@yahoo.co.id 
Graduate Studies Program 
Indonesian Open University 
Tue Indicators of policy implementation performance evaluation pay attention to several 
aspects, among others: Deviation, Access, Service accuracy, Accountability and 
suitability of the program with need. In the 4th years Tanjung Selor sub-district, 
Bulungan regency, be the largest of the 8 other sub districts in Bulungan Regency in 
receiving village funds and as one of the sub-districts that can describe the geographical 
condition ofBulungan district generally. The objective of this research is to describe and 
analyze the implementation of village fund policies in Tanjung Selor District, Bulangan 
Regency. The theory used as guidance is from Warwic in Tahir Arifin, 2016, that are: 
Organization skill, Information, Support, Potential Distribution. The method of this 
research is a quantitative method, by taking informants from the elements of the sub 
district government officials, the village heads and the elements of the community 
leaders totaling of 16 people. The results of this research foond that the implementation 
of village funds in Tanjung Selor District, Bulungan Regency has not yet fully effective. 
Some aspects that have not been optimally fulfilled such as : First, Organization 
Capacity Aspect, the completion of the accountability report on the use of village funds 
has not been running optimally as the provisions apply. Second, Deviation in which the 
implementation of village development planning meeting held at the beginning of the 
fiscal year. Third, Researcher found that the most of people in Tanjung Selor sub-district 
still argue that physical development is more important than community empowerment. 
Fourth: the Researcher found that there has not been maximum support from local 
governments in village fund management such as the issuance of Regents Regulations on 
village fund management. Refer to the discussion of the research results, several factors 
that indicate the successful of policy implementation are: First, delivery of the right and 
accurate information to the community in village fund management Second, there is a 
Sengnyun local tradition that is able to increase community participation in village funds 
implementation. This is because Senguyun is an informal media, while the proposal that 
can be implemented with the village fund budget is the proposal through formal multi-
level deliberation procedures and development activities realized in accordance with the 
planned activities. Third, the village government in the district of Tanjung Selor has 
implemented accountability horizontally to the BPD as representative of the community 
and vertical accountability to the Regent through Community and village Empowerment 
Agency and sub-district fund. 
Keywords: The Implementation of Policy, Village Fund Management, Accountability, 
Regulation Support. 
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ABSTRAK 
IMPLEMENT ASI KEBUAKAN PENGELOLAAN DANA DESA PADA 







Indikator penilaian kinerja implementasi kebijakan pengelolaan dana desa 
memperhatikan beberapa aspek antara lain ketepatan layanan, akses, penyimpangan, 
akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Kecamatan Tanjung Selor 
K.abupaten Bulungan pada tahWI ke empat menjadi yang terbesar dari 8 Kecamatan 
lainnya di Kabupaten Bulungan dalam penerimaan dana desa (DD) dan merupakan 
salah satu Kecamatan yang dapat menggambarkan konctisi geografis secara umum di 
Kabupaten Bulungan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis implernentasi kebijakan dana desa di Kecamatan Tanjung Selor 
Kabupaten Bulungan. Teori yang digunakan sebagai guidance adalah dari W arwic 
dalam Tahir Arilin, 2016 yakni : Kemampuan Organisasi, Infonnasi, Dukungan, 
Pembagian Potensi. Adapun metode penelitian yang ctigunakan adalah metode 
kualitatif, dengan mengambil infonnan dari unsur aparat pemetintah kecamatan , para 
kepala desa dan unsur tokoh masyarakat yg berjurnlah 16 (enam belas) orang. Hasil 
penelitian ini yaitu Im.plementasi Dana Desa di Kecamatan TanjWig Selor Kabupaten 
Bulungan Studi Penggunaan Dana Desa ctidesa pada Kecamatan Tanjung Selor belum 
sepenuhnya efektif. Beberapa aspek yang belurn terpenuhi secara efektif ctiantaranya: 
pertama, dari sisi Aspek Kemampuan Organisasi, penyelesaian laporan 
pertanggungjawaban penggunaan dana desa belum berjalan dengan maksirnal 
sebagairnana ketentuan yang berlaku. Kedua, terjadi penyirnpangan yaitu pelaksanaan 
musyawarah perencanaan pembangunan desa dilaksanakan diawal tahun anggaran. 
Ketiga, peneliti menemukan bahwa masyarakat Kecamat.an Tanjung Selor sebagian 
besar masih berpendapat bahwa pembangunan fisik lebih penting dari pllda 
pemberdayaan masyarakat. Keempat, peneliti melihat bahwa bellll11 maksimalnya 
dukungan pemetintah daerah dalatn pengelolaan dana desa seperti penerbitan 
Peraturan Bupati tentang pengelolaan dana desa. Merujuk pada pembahasan basil 
penelitian, beberapa filktor yang menunjukan keberhasilan implementasi kebijakan 
diantaranya yaitu: Pertama, penyampaian informasi yang akurat dan tepat kepada 
masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Kedua, ada tradisi lokal senguyun yang 
mampu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana desa. Hal 
tersebut disebabkan karena senguyun adalah media informal, sedangkan usulan yang 
bisa dilaksanakan dengan anggaran dana desa adalah usulan yang melalui prosedur 
musyawarah berjenjang secara formal dan kegiatan pembangunan yang direalisasikan 
sesuai dengan kegiatan yang direncanakan Ketiga, pemerintah desa pada pemerintah 
Kecamatan Tanjung Selor sudah melaksanakan pertanggungjawaban secara horisontal 
kepada BPD sebagai wak.il dari masyarakat dan pertanggung jawaban secara vertikal 
kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dana Cam.at. 
Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas, Dukungan 
Regulasi. 
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A. Deskripsi Objek Peoelitian 
1. Proftl Kecamatan 
Kecamatan Tanjung Selor sebagai salah satu kec.amatan di Kabupaten Bulungan, 
mempunyai luas wilayah 1.277 ,81 Km 2 dan berada pada ketinggian 0 - 500 m dpt 
berbatasan sebelah Utara dengan Laut Sulawesi Sebelah Timur berbatasan dengan 
Kecamatan Tanjung Palas Barat , SebeJah Selatan dengan Kabupaten Berau dan sebelah 
Barat dengan Kecamatan Tanjung Palas Timur. 
Kecamatan Tanjung Selor terdiri dari 6 desa clan 3 Kelurahan dengan kelurahan 
terluas adalah kelurahan tanjung selor hilir yang luasnya 191,34 Km2, dan desa terluas 
adalah desa Gunung Seriang dengan luas 226,26 Km2• Letak Geografis dan Keadaan 
Umum. 
1. Batas Wilayah 
a. Sebelah Utara 
b. Sebelah Timur 
c. Sebelah Barat 
d. Sebelah Selatan 
2. Ketinggian Dari Permukaan 
·Laut 
3. Kecepatan Angin 
4. Luas Kecamatan 
5. Curah Hujan 
6. Tingkat Keasaman Tanah (PH) 
7.Iklim 
8. Topografi 
9. Keberadaan Sungai 
: Laut Sulawesi 
: Kecamatan Tanjung Palas Barat 
: Kecamatan Tanjung Palas Timur 
: Berau 
: 0-500mdpl 
: 1.227,81 Km2 
: Hh23 Mm473 
: 4-6,7 
: Tropis Sangat Basah 
Suhu Konstan 22 - 35°c 
: Sebagian bergelombang dan 
sebagian lagi mendatar atau rata 
: Ada 
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2. Sungai Selor 
3. Sungai Bebatu 
4. Sungai Besai 
Berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 60 Tahun 2016 ten.tang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan 
Dalam wilayah Kabupaten Bulungan, bahwa Kelurahan adalah perangkat kecamatan 
yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan tugas sebagian Camat. 
Kecamatan Tanjung Selor membawahi 3 (tiga) kelurahan dan 6 (enam) desa 
yang berada pada kecamatan tanjung selor. Berdasarkan hasil data dari desa/kelurahan 
, tercatat jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Selor pada Desember 2017 adalah 
sebanyak 49.684 orang,terdiri dari 26.099 orang penduduk laki-laki dan 23.585 
orangpenduduk perempuan, denganjumlah KK sebanyak 12.121. 
Gambar 4.1 Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di 
Kecamatan Tanjung Selor 
16,000 .......---.- ~---r-- -.----r--.---.....--~--
14,000 
Sumber : 
• LAKJ LAKI 
• PEREMPUAN 
Data Umum Kecamatan Tanjung Selor Tahun 2017 ini dapat memberikan 
gambaran mengenai perkembangan kependudukan dan potensi di Desa dan Kelurahan 
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Dengan 
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gambaran tersebut memberi rekomendasi untuk menyusun kebijakan daerah, 
penelitian dan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 
2. Gambaran Umum Program Dana Desa 
Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan 
kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada 
Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap 
tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber 
pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan 
seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini 
sudah ada. 
Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 
melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan Meningkatkan pelayanan publik 
di desa Mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, Mengatasi 
kesenjangan pembangunan antardesa, Memperk:uat masyarakat desa sebagai subjek 
pembangunan. 
Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten mengacu kepada Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
dimana Dana Desa setiap Kabupaten dilaksanakan secara berkeadilan beradasarkan : 
a. Alokasi Dasar, 
b. Alokasi yang dihitung dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, 
luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten. 
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Pengalokasian Dana Desa per Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan 
Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2015 mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 
2015. Perpres ini merupakan perubahan dari Perpres Nomor 162 Tahun 2014 tentang 
Rincian APBN Tahun Anggaran 2015, yang disusun berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 




Alokasi Dana Desa pada Kabupaten Bulungan 
Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 
Ka bu paten 2016 2017 
Kabupaten Bulungan 49 ,850,2%,000 63 ,362,6%,000 
2018 
67 ,5%,565,000 
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kaltara 2018. 
Tabel diatas menunju.kkan bahwa Kabupaten Bulungan mendapat pagu alokasi 
Dana Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini cenderung mengalami kenaikan yang 
signifikan. Hal ini dimaksud untuk mendorong percepatan pembangunan desa dalam 
meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada khususnya di wilayah 
kecamatan tanjung selor. Namun fakta dilapangan belum sesuai dengan yang 
diharapkan dalam pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat setempat, hal ini dapat 
diketahui dengan tingginya angkat kemiskinan di beberapa wilayah kecamatan 
tanjung selor. 
Pengalokasian Dana Desa per Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati 
Bulungan Nomor 185/K-Wl40/2018 teotang Peoetapan Besaran Dana Desa untuk 
setiap desa se Kabupaten Bulungan Tahun 2018, dengan mengacuh pada Jumlah 
Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Tingkat Kesulitan Geografis. Hal 
tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 
Alokasi Dana Desa pada desa di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten 
Bulunoan Provinsi Kalimantan Utara 
No Desa 2016 2017 % 2018 % 
Desa J elarai 733,750,000 931,817,000 26.99 821,282,000 -11.86 
2 DesaGunung 649,045,000 825,312,000 27.16 892,273,000 8.11 Seri an~ 
3 DesaBumi 641,530,000 8 15,863,000 27 .17 890,623,000 9.16 Rahavu 
4 DesaGunung 710,874,000 903,053,000 27.03 1,286,012,000 42.41 Sari 
5 DesaApung 753,171,000 956,236,000 26.96 883,909,000 -7.56 
6 Desa 673,603,000 856, 190,000 27.11 1,139,513,000 Tenaanak 33.09 
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kaltara 2018 
Tabel diatas menunjukkan bahwa tren alokasi dana desa pada diwilayah 
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan cukup bagus dalam peningkatannya 
pada tiap tahun bagi pemerintah desa dalam menunjang tugas dan fungsi 
pemerintahan desa, namun terdapat 2 (dua) desa pada tahun anggaran 2018 yang 
mengalami penurunan yaitu desa Jelarai dan Desa Apung, hal ini disebabkan karena 
tingkat kemiskinan mengalami penurunan dan tingkat pembangunan infrastruktur ,, 
(IKG) mengalami peningkatan atau perbaikan sebagaimana data badan statistik. 
Sedangkan 4 (empat) desa lainnya yaitu Desa Tengkapak, desa gunung sari, desa 
bumi rahayu dan desa gunung seriang mengalami kenaikan anggaran dana desa pada 
tahun 2018, kenaikan ini dikarena tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat kemiskinan 
serta pembangunan infrastruktur (IKG) pada keempat desa tersebut mengalami 
peningkatan atau pertambahan. Dana Desa ini dimaksud dapat membuka lowongan 
pekerjaan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur bagi pemerintah 
desa yang tertinggal dengan daerah lain, namun hal tersebut tidak sejalan deogan 
harapan yang diharapkan oleh pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan desa 
sebagai mana Nawacita Presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo saat ini. 
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Terbukti berdasarkan, Bulungan dalam angka 2018 yang dirilis oleh BPS Kabupaten 
Bulungan 2018 bahwa di Kecamatan Tanjung Selor terdapat keluarga prasejahtera 
sebanyak 980 KK (46,82%) dari total Kabupaten Bulungan 2.093 KK. Di Kecamatan 
Tanjung Selor terdapat tiga kelurahan dan enam desa, sehingga diperkirakan dari data 
tersebut keluarga prasejahtera banyak terdapat diperdesaan. 
B. Rasil Penelitian dan Pembahasan 
1. Implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor 
Kabupaten Bulungan. 
a. Dasar Hukum 
Dasar hukum lmplementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada wilayah 
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan mengacu pada : 
1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi 
Kalimantan Utara; 
2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 
4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
5) Permendes POTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tabun 2018; 
6) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tetang perencanaan pembangunan Desa. 
Tujuan penelitian lmplementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada 
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan adalah untuk mengetahui 
Implementasi dan permasalahan-permasalahan serta strategi pengelolaan Dana Desa 
sebagaimana tercantum dalam ketentuan pengelolaan Dana Desa yaitu : 
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Hasil informasi dari para informan dalam penelitian ini, bahwa Implementasi 
Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, 
sesuai dengan karangka berpikir pada gambar 2.5 halaman 55, dilihat dari aspek 
teoritis yang dikemukanan oleh Warwic dalam Tahir Arifin, adalah sebagai berikut: 
a. Kemampuan Organisasi 
Penelitian mengenai Impelementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada 
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, akan 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akan diuraikan sebagai bereikut : 
1) Kemampuan teknis sumberdaya manusia meliputi pendidikan (skill), pengalaman 
dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa yang meliputi : 
a) Kemampuan teknis Sumberdaya aparatur dalam Perencanaan Penganggarau 
Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. 
Sumberdaya manusia merupakan alat utama dalam menggerakan organisasi 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah kesepakatan. Maka oleh 
karena itu sumberdaya manusia hams memiliki kemampuan pengetahuan, 
keterampilan maupun pengalaman dalam pelaksanaan tu gas dan tanggung jawab yang 
diberikan, seperti dalam Perencanaan pengelolaan dana desa Berikut basil wawancara 
terkait implementasi perencanaan pengelolaan dana desa : 
"Perencanaan Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, dimulai dari perencanaan pengelolaan dana 
desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang menghasilkan 
kegiatan prioritas yang akan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa 
(RKPDes) sesuai dengan sistematika penyusunan anggaran pendapatan dan 
I 
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belanja desa untuk tahun. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa akan di 
undang untuk menyampaikan renja kepada desa terhadap rencana kerja Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun depannya". (basil wawancara dengan 
kepala Subbidang Pengelolaan Dana Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa Kabupaten Bulungan pada tanggal 31Juli2018)". 
Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
"Kemampuan teknis swnberdaya aparatur pemerintah desa dalam perumusan 
perencanaan ditandai dengan terlaksananya Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa sesuai dengan prosedur dan sistimtaika setelah 
memperoleh surat edaran dari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan 
terhadap pelaksanaan musrenbangdes. pelaksanaan musyawarah perencanaan 
pembangunan desa tersebut dihadir oleh toko masyarakat, toko agama, toko 
pemuda dan keterwakilan dari kelompok masyarakat miskin, dalam rangka 
penyampaian informasi atau masukan terbadap penetapan skala prioritas yang 
akan dituangk:an dalam rencana kerja anggaran pemerintah desa.sebagaimana 
jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa pada 
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tahun 2018 adalah sebagai 
berikut ( hasil wawancara dengan kasi PMD Kecamatan Tanjung Selor 
Kabupaten Bulungan pada tanggal 3 Agustus 2018): 
Tabel 4.3 
Jadwal Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kecamatan 
Tan.um? Selor Tahun2018. 
No Desa nelaksanaan Idealnva Keterangan 
Desa Jelarai 29/112018 Terlaksana 
2 DesaGunung Pennendagri Terlaksana Seriang 25/112018 Nomor.114 Tahun 
3 Desa Bumi Rahayu 2014 tentang Terlaksana 30/112018 Perencanaan 
4 Desa Gunung Sari Pembangunan Desa Terlaksana 15/1/2018 
1 Juni s/d 30 Juli Terlaksana 5 DesaApung 27/1/2018 Tahun 2017. 
6 Desa Tengapak 22/112018 
Terlaksana 
Sumber : Data Primer yang diolah 2018 
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa untuk kegiatan tahun 2018 pada diwilayah 
Kecamatan Tanjung Selor telah berjalan deogan efektif sebagaimana jadwal yang 
disampaikan oleh Kecematan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi 
Kalimaotan Utara. 
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Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
" pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembanguan Desa Pemerintah Desa 
Jelarai Selor dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2018 yang dihadiri oleh 
pemerintah Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, toko 
masyarakat, toko pemuda, toko agama dan stakeholder yang ada diwilayah 
desa jelarai selor telah memenuhi syarat sesuai sistematika atau prosedur 
pelaksanaan. pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan 
desa memperoleh beberapa usulan prioritas yang menjadi masukan dari 
berbagi lapisan masyarakat/kelompok yang diundang dalam memberikan 
interpensi terhadap penggunaan dana desa yang dituangkan dalam notulensi 
sebagai dasar perumusan rencana kerja anggaran pemerintah desa didalam 
tahun yang akan datang. Namun musyawarah perencanaan pembangunan desa 
tersebut tidak efektif dalam menghasilkan suatu usulan yang dapat 
memberikan kontnl>usi yang signifikan dalam pembanguan desa, karena 
waktu dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembanguan desa yang 
dilaksanakan dalam tahun pelaksanaan anggaran telah berjalan (basil 
wawancara dengan Kepala Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor 
Kabupaten Bulungan tanggal 4 Agustus 2018)". 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
"Pemerintah Desa Apung menyelenggarakan musyawarah perencanaan 
pembangunan desa untuk kegiatan tahun 2018 pada tanggal 27 Januari 2018 
bertempat di Kantor Au1a Pemerintah Desa Apung dengan mengundang toko 
masyarakat, toko agama, toko pemuda, toko pendidikan, kelompok tani, 
kelompok nelayan dan perwakilan kelompok masyarakat miskin dan lain-lain 
sebagaimana didalam amanat peraturan menteri dalam negeri tentang prosedur 
atau sesuai dengan sistematika pelaksanaan musrenbangdes. Dalam 
musyawarah perencanaan pembangunan desa kali pemerintah desa apung 
tersususn prioritas dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara pada pembagunan pada bidang pembangunan desa dan bidang 
pemberdayaan masyarakat desa untuk kegiatan tahun anggaran 2018. Tetapi 
dalam jadwal pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang 
disampaikan oleh Pemerintah Kecamatan Tanjung Selor tersebut memberikan 
kebingungan terbadap internal pemerintah desa yang selama ini mengacuh 
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 
Perencanaan Pembangunan Desa yang mengatur musrenbangdes dilaksanakan 
paling lambat bulan juni tahun berjalan kegiatan atau bulan juni tahun 
anggaran 2017 untuk persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2018. (basil 
wawancara dengan Kades Apungtanggal 10 Agustus 2018)". 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
" Perencanaan pegelolaan dana desa yang di rumuskan melalui musyawarah 
perencanaan pembangunan desa. Desa Ounung Seriang menyelenggarakan 
musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk kegiatan tahun anggaran 
2018 dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2018 di Desa Gunung Seriang 
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Kecamatan Tanjung Selor. Pelaksanaan musrenbangdes tersebut pemerintah 
desa gunung seriang mengundang beberapa perwakilan dari toko pemuda, 
toko masyarakat, toko agama, toko pendidikan perwakilan nelayan, 
perwakilan masyarakat miskin, perwakilan kelompok perempuan dan 
perwakilan petani dalam memberi tanggapan clan saran terhadap kegiatan 
yang akan dilaksankan pada tahun 2018 dalam penggunaan dana desa yang 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagaimana 
mekanisme sistimatika yang berlaku. Pemerintah Gunung Seriang dalam 
musyawarah perencanaan pembangunan desa menghasilkan kesepakatan 
usulan terhadap penggunaan dana desa yang akan dituangkan dalam rencana 
kerja pemerintah desa untuk tahwi anggaran 2018. (hasil wawancara dengan 
kepala desa Gunung Seriang tanggal 5 Agustus 2018)''. 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
" pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa telah diterlaksana 
sesuai dengan sistematika atau prosedur yang berlaku oleh pemerintah desa 
yang mana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut mengundang perwakilan dari 
berbagai organisasi di desa, seperti toko masyarakat, toko pemuda, dan toko 
pendidikan serta perwakilan dari masyarakat miskin untuk memberikan 
masukan atau pandangan dalam musyawarah pembangunan desa tersebut 
(basil wawancara dengan toko masyarakat desa Jelarai Selor pada tanggal 4 
Agustus 2018)". 
Dari uraian di atas dapat memberikan gambaran bahwa kemampuan teknis 
tinggi mewakili Sumberdaya Manusia aparatur pemerintah desa melalui Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan 
telah efektif sesuai prosedur sistematika dan mekanisme yang telah diamanatkan 
didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan menghasilkan usulan prioritas pada 
setiap bidang pembangunan, hal ini telah sejalan sebagaimana dikemukakan oleh 
Warwic dalam Tahir Arifin (2015:94). Akan tetapi jadwal yang ditetapkan oleh 
pemerintah Kecamatan Tanjung Selor terhadap pelaksanaan musrenbangdes masih 
tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan 
Pembangunan Desa khususnya pada pasal 31 ayat ayat (3) yang menjelaskan bahwa 
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pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya akan 
dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa dilaksanakan paling lambat bulan 
Juni tahun berjalan. Hal ini tentu harus ada perbaikan dalam konsistensi pelaksanaan 
perencanaan pembangunan desa depannya sebagaimana ketentuan yang telah 
ditetapkan dalam acuan pembangunan desa. 
b) Kemampuan teknis aparatur Pemerintah Desa dalam menyusun penganggaran 
DanaDesa. 
Sebagaimana amat Undang-undang Desa, sebagaimana yang diatur didalam 
paasal 72 ayat (1) hurufb dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, salah satu sumber pendapat desa adalah alokasi anggaran pendapat dan belanja 
negara. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara inilah yang didalam struktur 
kelompok transfer pendapatan APBDesa yang disebut dengan dana desa. Dana Desa 
adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapat.an dan belanja negera yang 
diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapat dan belanja daerah 
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. Berikut hasil wawancara terkait kemampuan implementasi penyusunan 
penganggaran dana desa sebagaimana yang dimaksud diatas : 
" Penganggaran penggunaan dana desa yang bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tahun anggaran 2018 telah 
tersusun dengan mengacuh pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 serta Peraturan Bupati Bulungan 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Dana Desa. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa telah 
menetapkan beberapa skala prioritas sebagaimana petunjuk teknis 
pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemampuan 
Aparatur desa dalam menyusun anggaran penggunaan dana desa untuk 
kegiatannya tahun 2018 telab tersusun sesuai dengan sistematika atau prosedur 
dengan ditepapkannya skal prioritas. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 
sebagai berikut : 
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Pengalokasian Dana Desa Tahun 2018 
Desa Program/Kegiatan 
1. Bidang Penyelengaraan Pemerintahan. 
2. Bidang Pembangunan Desa 
Jelarai Selor 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
1. Bidang Pembangunan Desa 
Gunung Seriang 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
3. Bidan2 Pembinaan Kemasvarakatan 
1. Bidang Pembangunan Desa 
Tengkapak 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
3. Bidam? Pembinaan Kemasvarakatan 
Apung 1. Bidang Pembangunan Desa 2. Bidan2 Pemberdavaan Masvarakat 
1. Bidang Pembangunan Desa 
BumiRahayu 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
3. Bidanf! Pembinaan Kemasvarakatan 
Gunung Sari 1. Bidang Pembangunan Desa 2. Bidanf! Pemberdavaan Masvarakat 
Sumber : Laporan Pendamping Desa 2018. 
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Penyusunan skala prioritas dalam penggunaan dana desa pada masing-msing 
desa berbeda-beda jumlah program. hal ini dikarena tingkat kebutuhan 
masing-masing pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan 
prioritas yang ditetapkan dalam basil musyawarah pembangunan desa (basil 
wawancara dengan Kasubid Penggunaan dana desa DPMD Kab.Bulungan 
tanggal 31Juli2018). 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
"Proses penyusunan penganggaran dana desa tahun 2018 dalam mendukung 
percepatan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat telah tersusun 
sesuai prosedur atau sistematika struktur APBDes penggunaan dana desa. 
penyusunan Anggaran dana desa desa Gunung Sari terbagi pada bidang 
Pembangunan Desa sebesar Rp. 595.702.000, yang terdiri dari 7 (tujuh) 
kegiatan pembangunan desa, bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 
307.351.000, terdiri dari 14 kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dalam 
meningkatkan kemandirian masyarakat Anggaran dana desa tersebut akan 
dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes untuk 
dibahas bersama badan perwakilan desa (hasil wawancara dengan kades 
Gunung Sari tanggal 12 Agustus 2018)". 
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Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
"Penyusunan anggaran dana desa dalam tahun 2018 oleh pemerintah desa 
Bwni Rahayu menetapkan beberapa prioritas sesuai dengan prosedur 
penggunaan dana desa pada jukJak dan juknis. Skala prioritas tersebut bidang 
Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dengan total 
anggaran Rp.179.845.500, dan bidang Pembinaan Masyarakat yang terdiri dari 
1 (satu) kegiatan dengan anggaran Rp.183.385.00, Penyusunan prioritas 
penggunaan dana desa ini telah sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan 
dana desa baik dari pusat maupun dari pemeintah daerah kabupaten bulungan 
tahun 2018 (basil wawancara dengan kepala desa Bumi Rahayu tanggal 18 
Agustus 2018)". 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
"Penganggaran dana desa dalam mendukung pembangunan dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat di desa Tengkapak pada tahun anggaran 2018 telah 
tersusun dengan sistematika atau prosedur dengan menetapkan prioritas 
bidang Pembangunan Desa dengan anggaran Rp.837.063.296 untuk 
mendukung 5 
(lima) kegiatan, bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 10.000.000 
untuk mendukung 1 ( satu ) kegiatan ,dan bidang Pembinaan Masyarakat 
sebesar Rp. 10.000.000 untuk mendukung 1 (satu) kegiatan. Penetapan 
prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2018 merupakan hasil 
musyawarah desa yang dilaksanakan diawal tahun bersama dengan 
masyarakat .(basil wawancara dengan kepala desa Tengkapak tanggal 16 
Agustus 2018)". 
Hasil uraian di dapat memberikan informasi bahwa tingkat kemampuan 
aparatur pemerintah desa penyusunan penganggaran dana desa tahun anggaran 2018 
telah efektif dengan menetapkan skala prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan 
sistematika/prosedur peraturan yang berlaku dengan mensinkronisasikan basil dari 
musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan pada awal tahun 
bersama dengan masyarakat setempat Maka implementasi kebijakan pengelolaan 
dana desa yang di pengaruhi oleh kemampuan organisasi melalui kemampuan teknis 
sumberdaya manusia yang di kemukakan Warwic dalam Tahir Arifin (2015:94) telah 
sesuai. 
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c) Ketepantan penyaluran dana desa 
Penyaluran dana desa pada tahun 2018 sebagaimana amanat Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Transfer Daerah dan 
Dana Desa dilaksanakan dengan 3 (tiga) tabap dalam tabun berjalan. Tahap 1 (satu) 
dicairkan pada bulan januari dan paling lambat minggu ke 3 (tiga) bulan juni, tahap ke 
2 (dua) dicairkan pada minggu ke 3 (tiga) bulan Juni sedang tahap ke 3 (tiga) 
dilaksanakan paling cepat bulan juli sebesar 40%. Berikut basil wawancara terkait 
penyaluran dana desa sebagaimana yang dimaksud diatas : 
"Penyaluran dana desa pada desa di Kecamatan Tanjung Selor dibagi menjadi 
3 tahap untuk tahun anggaran 2018 sesuai dengan prosedur pengalokasian 
dana desa, alokasi dana desa tersebut yaitu tabap 1 (satu) dilakukan pada bulan 
januari dan paling lambat minggu tiga bulan juni, tahap ke 2 dilaksanakan 
pada bulan juni dan tahap ke 3 dilaksanakan pada bulan juli. (basil wawancara 
dengan Kasubid Penggunaan dana desa DPMD Kab.Bulungan tanggal 31 Juli 
2018). 
Selanjutnya berdasaikan observasi lapangan dan data dokumen, dapat 
diketahui Penyaluran dana desa tersebut dilihat dengan tabel 4.4 sebagai 
berikut: 
Tabel 4.5 
Pencairan tabap 1 Dana Desa Tahun 2018 
Pencairan tabap 1 
No Desa Pagu Target realisasi % Tgl 
oencairan 
1 Jelarai Selor 821 ,282,000 164,256,4 164,256,4 100 5/2212018 00 00 
2 Gunung 892,273,000 178,454,6 178,454,6 100 6/412018 Seriang 00 00 
3 Tengkapak 1,139,5 13,0 227,902,6 227,902,6 100 6/412018 00 00 00 
4 Apung 883,909,000 176,781,8 176,781 ,8 100 6/412018 00 00 
5 Bumi 178,124,6 178,124,6 100 5/1812018 Rahavu 890,623,000 00 00 
6 Gunung Sari 1,286,012,0 257,202,4 257,202,4 100 5/24/2018 00 00 00 
Sumber : DPMD Provinsi kaltara 2018. 
~l.---..~--~-===========::;;::;;;===:==::================================~ 
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Dari tabel tersebut dapat diperloleh informasi bahwa penyaluran dana desa 
pada desa di Kecamatan Tanjung Selor bervariasi dalam pencairan tahap 1, 
yaitu desa Jelarai Selor, Gunung Sari, dan Bumi Rahayu melakukan pencairan 
pada bulan mei tahun 2018 sedangkan desa Tengkapak, desa Apung dan desa 
Gunung Sariang melakukan pencaiaran dana desa tahap 1 pada bulan juni 
tahun 2018. Keterlambatan tersebut disebabkan karena terdapat kesulitan 
dalam penyusunan laporan konsolidasi dana desa, karena laporan ini sangat 
mengandalkan kepatuhan pemerintah desa. Selanjutnya keterlambatan tersebut 
juga dikarenakan terlambatnya penyusunan APBDes untuk ditetapkan, dan 
perubahan regulasi yang seliberganti, serta laporan penggunaan dana desa 
pada tahun sebelumnya belum dilaksanakan. 
Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
" Penyaluran dana desa dalam tahun anggaran 2018 ini untuk tahap 1 (satu) 
dicairkan pada tanggal 5 Mei tahun 2018 setelah dilengkapinya persyaratan 
pencairan sesuai dengan prodesur. Pencairan tersebut sangat berbanding 
terbalik dengan kelengkapan persyaratan yang telah disampaikan pada dinas 
pemberdayaan masyarakat desa pada bulan Januari tahun 2018 sebagaimana 
ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati. Didalam pencairan tahap 1 
wajib mengikutsertakan penyelesaian laporan penggunaan dana desa tahun 
sebelumnya dengan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja 
desa tahun 2018 (basil wawancara dengan kepala desa Gunung Sari tanggal 12 
agustus 2018)". 
Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
" Terlaksananya pencairan dana desa pada tahap 1 tahun 2018 dilaksanakan 
pada tanggal 4 Juni 2018 setelah memperoleh persetujuan dari dinas 
pemberdayaan masyarakat desa kabupaten bulungan dengan melengkapi 
persyaratan pengajuan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan 
dan belanja desa serta laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 
sebelwnnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Keterlambatan pencairan 
tersebut mempengaruhi perencanaan pembangunan desa yang mana telah 
diatur dalam rencana kerja selama I (satu) tahun kedepannya sehingga akan 
memaksa pelaksanaan program kegiatan untuk diundur dan tidak sesuai 
dengan kondisi ideal seperti yang diharapkan. Persyaratan pengajuan 
pencairan dana desa telah dilengkapi oleh pada bulan april tahun 2018, yang 
mana seyogyanya pencairan dapat dilakukan pada bulan yang sama karena 
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kelengkapan persyaratan dalam pencairan telah terpenuhi secara nonnatif. 
(hasil wawancara dengan kepala desa Tengkapak tanggal 16 Agustus 2018). 
Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
" Pencaiaran dana desa pada anggaran tahun 2018 untuk desa Apung telah 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur atau sistematika pelaporan 
sehingga pencairan dapat dilaksanakan paga tanggal 4 juni 2018. 
Keterlambatan tersebut merupakan lemahnya manajemen dari pemerintah desa 
dalam menata pertanggungjawaban dana desa. (hasil wawancara dengan 
kepala desa Apung pada tanggal 10 Agustus 2018)". 
Dari uraian diatas dapat diperoleh informasi bahwa implementasi penyaluran 
dana desa pada desa Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan telah terlaksana 
dengan efektif, hal tersebut telah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Warwic 
dalam Tahir Arifin (2015:94) terhadap kemampuan teknis aparatur desa dalam 
penyaluran dana desa. Namun tidak ikuti dengan ketepan waktu sebagaimana yang 
diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 225 tahun 2017 tentang transfer dana 
daerah dan dana desa sehingga terjadi bias atau penyimpangan-penyimpangan dari 
pelaksanaan penyaluran dana desa tersebut, yang diakibatkan oleh adanya 
penambahan kebijakan oleh pemerintah daerah dalam persyaratan pengajuan 
pencairan dana desa tahun anggaran 2018 secara tidak tertulis kepada pemerintah 
pemerintah desa, terlambatnya penetapan peraturan bupati tentang pengalokasi dana 
desa, terdapatnya perubahan penetapan besaran alokasi dana desa dalam tahun 
berjalan karena terdapat perbuhannya data, dan terlambatnya menetapkan peraturan 
bupati tentang pedoman peugelolaan dana desa untuk tahun 2018 dan peraturan bupati 
tentang pengadaan barangljasa bagi pemerintah desa. 
d) Kemampuan aparatur dalam meyelesaikan laporan pertanggungjawaban dana 
desa. 
Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa merupakan bentuk 
akuntabilitas pemerintah desa dalam penggunaan dana desa yang wajib diselesaikan 
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sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai syarat dalam pengajuan pencairan 
selanjutnya. Berikut basil pemyataan wawancara terkait laporan pertanggungjawaban 
danadesa : 
" Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa Kecamatan Tanjung 
Selor Kabupaten Bulungan yang terdiri dari 6 (enam) desa tersusun sesuai 
sistematika dengan baik, namun tidak di iringi dengan ketepatan waktu 
sebagaimana mestinya yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Hal ini 
dapat dilihat dari tabel 4.4 sebagai berikut : 
Tabel 4.6 
Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa T ahun 2017. 
No Desa Tanggal Penverahan Dokumen 
1 Jelarai Selor 30/1/2018 
2 Gunung Seriang 8/1/2018 
3 Tengkapa.k 28/4/2018 
4 Apung 15/3/2018 
5 Bwni Rahavu 14/1/2018 
6 Gunung Sari 31/3/2018 
Sumber : Data primer yang dikelolah 2018 
Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh infomasi bahwa penyelesaian 
laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa pada tahun 2017, sebagai 
syarat dalam pengajuan dana desa tahap I (satu) 2018 terselesaikan secara 
berfariasi dari masing-masing desa di Kecamatan Tanjung Selor. Desa Jelarai 
Selor, Desa Gunung Seriang, clan Desa Bumi Rahayu menyelesaikan laporan 
pertanggungjawaban penggunaan dana desa pada bulan Januari 2018, 
dengankan Desa Apung dan Desa Gunung Sari dapat menyelesaikan laporan 
pertanggungjawaban penggunaan dana desa pada bulan Maret tahun 2018 
sedangkan yang paling terakhir dalam penyelesian laporan 
pertanggungjawaban penggunaan dana desa adalah Desa Tengkapak. Kondisi 
tersebut sangat tida.klah relevan dengan ketentuan yang berlaku dalam 
pengelolaan dana desa yang telah diatur oleh pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. Kemundian fa.ktor lain yang dianggap mempengaruhi 
dalam penyusunan laporan pertanggungjawban keuangan desa adalah latar 
belakang pendidikan Aparatur Pemerintah Desa pada Kecamatan Tanjung 
Selor Kabupaten Bulungan be:rvariatif dalam menunjang penyelenggaraan 
pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : 
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Tabel4.7 
Daftar Pendidikan Personil Aparatur Pemerintah Desa 
Pendidikan 
No Desa SMP SMA D3 Sl 
I Jelarai Selor 3 2 I 
2 Gunung Seriang 4 I 
3 Tentl.aoak I 2 1 I 
4 Avung 5 1 I 
5 Butni Rahavu 5 
6 Gunung Sari 3 2 1 
Jumlah I 22 6 5 
Sutnber: Kecamatan Tanjung Selor dalam angka 2017. 
Berdasarkan data tersebut dapat memberikan informasi bahwa tingkat 
pendidikan pada masing-masing pemerintah desa masih relatif rendah 
sehingga memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat pengelolaan dana 
desa yang cukup besar yang bersutnber dari anggaran pendapatan dan belanja 
negara sebesar 10% mengalami hambatan baik dari segi perencanaan 
pembangunan maupun dari segi aspek pelaporan dan pertanggungjawaban 
keuangan dana desa yang berdampak terhadap pencairan anggaran dana desa 
tahap 1 pada masing-masing desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten 
Bulungan saat ini. Kondisi ini ditambah dengan tingkat keterampilan yang 
dimiliki oleh aparatur masih relatif terbatas dengan tingkat pelatihan dan 
pendidikan yang diikuti terbatas serta pengalaman dalam pengelolaan dana 
desa yang bersumber dari anggaran pemerintah yang masih sangat terbatas 
bagi aparatur desa yang ada. 
( basil wawancara dengan kepala Subbid Pengelolaan Dana Desa Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan pada tanggal 31 Juli 
2018)". 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut: 
"Keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pada pemerintah 
desa sendiri seperti tingkat kemampuan aparatur pemerintah desa dan 
ketermapilan atau skill dalam mengelolah penggunaan dana desa serta 
dukungan kebijakan pemerintah daerah yang tidak maksimal, sehingga hal 
tersebut berdampak multidimensi terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa 
mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan. 
(basil wawancara dengan kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Kecamatan Tanjung Selor pada tanggal 2 Agustus 2018)". 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut: 
" peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan 
kompetensi untuk perencanaan dan penganggaran pengelolaan dana desa yang 
bersifat khusus belutn ada yang definitif atau yang memiliki sertifikat dari 
lembaga yang tera.kreditasi oleh pemerintah dalam perencanaan pembangunan 
desa yang berkelanjutan. Kompetensi Apaturatur Desa dalam pengembangan 
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perencanaan pembangunan sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan 
yang inline dengan pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah dalam rencana kerja pemerintah, disamping itu juga pelatihan 
dan pembinaan dari pemerintah kabupaten dan kecamatan masih sangat 
kurang hal tersebut dikarenakan juga dengan anggaran yang dimiliki oleh 
pemerintah khususnya bidang yang menanggani desa dalam pembinaan baik 
keuangan desa dan aparatur desa. Lebih lanjut kepala desa jelarai juga 
menyampaikan kendala aparatur desa dalam meningkatkan kompetensi 
aparatur desa selama ini dikarenakan jadwal diktat atau materi yang ditetapka 
oleh pemerintah kabupaten tidak sesuai denga kebutuhan yang diperlukan oleh 
pemerintah desa dalam menunjang kinerja di Pemerintab Desa (basil 
wawancara dengan Kepala Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor 
Kabupaten Bulungan tanggal 4 Agustus 2018). 
Pemyataan diatas juga dipertegas dengan wawancara berikut : 
"Kemampuan Aparatur pemerintah desa dalam perumusan kebijakan 
pengelolaan dana desa sudah efektif namum perlu ditingkatkan kembali 
kemampuan yang dimiliki oleh aparatur desa dalam perencanaan dan 
penganggaran serta pertanggungjawaban dana desa tersebut. hal ini didasar 
oleh adanya inkosistensi aparatur pemerintah desa dalam merumuskan 
program desa yang tidak merujuk ke rencana program jangka menengah desa 
(RPJMDes) contoh: kebutuhan yang bersifat insidentil yang dibutuhkan oleh 
masyarakat desa waktu itu. Disamping itu juga dengan keterbatasan 
sumberdaya manusia pemerintah desa pertanggungjawaban dana desa selalu 
menjadi kendala dalam proses pencairan keuangan dalam setiap tahap. Oleh 
karena itu sebaiknya kesempatan diklat/pelatihan bagi aparatur desa dlberi 
kebebasan bagi desa dalam mencari diktat yang sesuai dengan kebutuhan atau 
permasalahan yang dialami oleh pemerintah desa tersebut, karena apabila 
prestasi kerja baik atau tidak baik merupakan tolak ukur bagi suatu pemerintah 
desa (hasil wawancara dengan Pendamping desa kecamatan tanjung selor 
tanggal 3 Agustus 2018). 
Hasil urian di atas dapat menjelaskan bahwa tingakat kemampuan aparatur 
pemerintah desa dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana 
desa masih belum optimal, sehingga pencaiaran anggaran dana desa tahap 
selanjutnya mengalami keterlambatan dan berdampak pada rencana kerja anggaran 
yang telah disusun oleh pemerintah desa. 
e) Kemampuan dalam menjalin hubungan (koordinasi) dengan organisai lain 
yang berkaitan dalam pengelolaan dana desa. 
Koordinasi merupakan salah satu strategi dalam percepatan pelaksanaan 
program/kegiatan pada pemerintah daerah untuk mencapai sasaran indikator yang 
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telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hal tersebut juga sejalan dengan 
pelaksanaan pengelolaan dana desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten 
Bulungan dalam komunikasi atau koordinasi. Berikut hasil pemyataan wawancara 
terkait kemampuan koordinasi aparatur desa dalam mendukung pelaksanaan 
pengelolaan dana desa ; 
" Percepatan pengelolaan dana desa dalam implementasinya pada Kecamatan 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan telah berjalan atau menggunakan media 
komunikasi melalui koordinasi, baik langsung maupun tidak langsung dalam 
pelaksanaan pengelolaan dana desa. Bentuk koordinasi langsung pemerintah 
daerah dalam mendukung kemudahan penggunaan dana desa di kecamatan 
tanjung selor adalah membuka mang koordinasi bagi pemerintah desa yang 
datang ke kantor secara langsung, sedangkan bentuk koordinasi tidak langsung 
dalam pengelolaan dana desa melalui online yaitu WhatUp (WA) group 
keuangan desa se kabupaten bulungan. Melalui WhatUp tersebut semua 
bentuk dukungan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dapat 
dikomunikasikan melalui sarana tersebut. (hasil wawancara dengan kasubid 
DPMD penggunaan dana desa tangal 31Juli2018)". 
Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
'' Pemerintah desa dalam menunjang percepatan pengelolaan dana desa dalam 
tahun berjalan dirutin dilaksanakan koordinasi pada dinas pemberdayaan 
masyarakat desa dan pendamping desa. Koordinasi ini dilakukan dalam 3 
(tiga) bentuk yaitu secara langsung mendatangi dinas pemberdayaan 
masyarakat desa atau mengirim surat secara langsung terkait pennasalahan 
yang ada. Sedangkan yang ke 3 (tiga) adalah secara online atau melalui 
WhatUp (WA) group yang telah dibangun oleh asosiasi pemerintah desa se 
kabupaten bulungan dalam memudahkan sharing atau bertukar pendapat serta 
menyampaikan informasi yang bersifat barn yang mendukung pengelolaan 
dana desa (basil wawancara dengan kepala Desa Bumi Rahayu pada tanggal 
18 Agustus 2018)". 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
" Pelaksanaan koordinasi oleh pemerintah desa dengan instansi terkait 
pengelolaan dana desa dalam mendukung percepatan dilakukan dengan 2 
( dua) cara yaitu koordinasi secara langsung ke dinas pemberdayaan 
masyarakat desa dan koordinasi secara tidak langsung a tau online (What Up) 
group yang telah dibangun untuk seluruh desa yang ada di kabupaten 
bulungan. Kedua cara tersebut yang digunakan dalam berkoordinasi dalam 
mendukung percepatan pengelolaan dana desa pada tahun anggaran 2018. 
(hasil wawancara dengan kepala desa Gugung Seriang tanggal 5 Agustus 
2018)". 
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Dari uraian di atas dapat menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh 
aparatur pemerintah desa dalam menunjang pengelolaan dana desa di kecama1an 
tanjung selor tealah berjalan dengan efektif, yang ditandai dengan 2 (dua) tahap yaitu 
koordinasi langsung atau mendatangi langsung kepada dinas pemberdayaan 
masyarakat desa untuk memperoleh jawaban atau masalah atau informasi yang belum 
jelas dalam memaknai aturan yang ada, dan yang kedua adalah koordinasi secara 
online atau What Up (WA) group adalah salah satu sarana infonnasi berbasis 
teknologi yang dirancang oleh asosiasi pemerintah desa dalam mempercepat, 
mempennuda koordinasi pelaksanaan pengelolaan dana desa. malca implementasi 
kebijakan pengelolaan dana desa sebagaimana di kemukakan Warwic dalam Tahir 
Arifin (015:94) implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di pengaruhi oleh 
tingkat kemampuan koordinasi sumberdaya manusia dengan instansi terkait. 
f) Standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman tata aliran kerja dalam 
pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa. 
Standar operasional prosedur merupakan salah satu pedoman dalam tata aliran 
kerja dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa agar tidak terjadinya 
tumpang tindih pekerjaan dan keterlambatan pekerjaan atau laporan 
pertanggungjawaban. Berikut basil pemyataan wawancara terkait penyusunan standar 
operasional prosedur pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan 
dana desa ; 
"Mekanisme pengelolaan dana desa pada tingkat desa telah mengacuh pada 
Peraturan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 1 tahun 2018 tentang Pencairan 
dan Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 
tahun 2017 tenang Dana Transfer dan Penggunaan Dana Desa sesuai dengan 
prosedur dan sistematika. Pemerintah desa yang ada diwilayah kerja Kecamtan 
Tanjung Selor saat ini semuanya belum menyusun standar operasional 
prosedur sebagai kerangka acuan dalam pengelolaan dana desa, sehingga 
menyebabkan selalu terjadinya keterlambatan dalam laporan 
pertanggungjawaban penggunaan dana desa setiap tahunnya, standar 
operasional tersebut merupakan parometer dalam menyelesaikan suatu 
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pekerjaan atau pedoman tata a1iran pekerjaan .(hasil wawancara dengan kasi 
PMD Kecamatan Tanjung Selor Kab.Bulungan tanggal 2 Agustus 2018)". 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
" Pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam tahun anggaran 2017 sampai 
dengan 2018 pemerintah desa hanya menggunakan peraturan Bupati dan 
Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar dalam menyusun anggaran 
program/kegiatan serta membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan 
dana desa. Penyusunan standar operasional prosedur untuk mendukung 
pengelolaan dana desa pada pemerintah desa sa.mpai saat ini belum tersusun 
yang seharusnya menjadi sebagai parometer pemerintah desa daJam 
menyelesaikan step by step pekerjaan yang ada. (hasil wawancara dengan 
kepala desa Jelarai tanggal 4 Agustus 2018)' . 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
"Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dalam menunjang 
implementasi pengelolaan dana desa pada level desa sampai saat ini belum 
tersusun. Maka dengan belum tersusunnya tersebut selaJu menjadi kendala 
bagi pemerintah desa terutama dalam laporan pertanggungjawaban keuangan 
penggunaan dana desa yang selalu mengalami kesulitan dalam penyelesiannya 
yang disebabkan oleh faktor internal kantor sendiri, sehingga dampak tersebut 
berimplikasi temadap pencairan dana desa yang mengalami keterlambatan 
kondisi ini berlaku pada semua desa yang ada. (hasil wawancara dengan 
kepala desa Apung tanggal 10 Agustus 2018)". 
Dari uraian di atas dapat menjelaskan bahwa Standar Operasional Prosedur 
dalam pengelolaan dana desa pada desa diwilayah Kecamatan Tanjung Selor belum 
tersusun sebagai pedoman aliran tata kerja, sehingga mengakibatkan manajemen 
pengelolaan dana belum efektif. Hal tersebut sejalan deogan apa yang dikemukakan 
oleh Warwic dalam Tahir Arifin (2015:94) teotaog penyusunan standar opersional 
·prosedur sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 
peogelolaan dana desa yang akan menjadi pedoman tata aliran kerja bagi pemerintah 
desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa Maka dapat diperoleh gambarao dari 
6 ( enam) point tersebut bahwa kemampuan organisasi pemerintah desa dalam 
implementasi kebijakan dana desa belum berjalan efektif didalam penganggaran, dan 
pertanggungjawaban. 
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2). lnformasi 
1. Media Infonnasi Pengelolaan Dana Desa dari pemerintah kepada pada 
pemerintah desa dilakukan melalui media komunikasi spanduk dan media 
komunikasi masa (sosialisasi). 
Media komunikasi adalah semua sarana yang dipakai untuk memproduksi, 
mereproduksi, mendistnbusikan atau menyebarkan dan juga menyampaikan 
informasi. Hal ini dipertegas dengan basil wawancara sebagai berikut : 
" Media Informasi pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa 
disampaikan melalui media komunikasi masa atau penyampaian satu arah 
kepada khalayak masa seperti sosialisasi untuk mengetahui besaran pagu 
anggaran dana desa dan skala prioritas penggunaan dana desa tersebut untuk 
mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dana desa serta objek kegiatan 
yang akan dilaksanakan berdasarkan program kegiatan yang telah disepakti 
dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (hasil wawancara 
dengan Kasi PMD Kecamatan Tanjung Selor tanggal 2 Agustus 2018)". 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
"Media komunikasi dalam penyampaian informasi pelaksanaan pengelolaan 
dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
kepada masyarakat disampaikan melalui media komunikasi masa yang 
bersifat satu arah kepada khalayak masa seperti dalam bentuk papan 
informasi, spanduk atau rapat desa/sosialisasi yang dilaksanakan diawal 
tahun oleh pemerintah desa. Media komunisi masa tersebut melalui spanduk 
atau rapat sosialisasi menyangkut skala prioritas yang akan dilaksanakan 
bersama dengan jumlah anggaran yang di setujui oleh pemerintah desa. 
Penyampaian informasi tersebut dipasang pada tempat-tempat umum didalam 
wilayah desa sebagai bentuk dari transparansi pemerintah desa dalam 
pengelolaan dana desa bagi masyarakat. ( hasil wawancara dengan kepala 
desa Gunung Sari pada tanggal 5 Agustus 2018)". 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
"Sarana Informasi pengelolaan dana desa yang yang disampaikan oleh 
pemerintah daerah kepada pemerintah desa dilakukan melalui surat keputusan 
bupati dengan penetapan besaran pagu anggaran dana desa pada desa. 
Informasi tersebut disampai kepada pemerintah desa dalam rapat desa yang 
dipimpin langsung oleh Dinas Pembedayaan masyarakat Desa yang dihadiri 
oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sarana informasi terhadap 
pengelolaan dana desa hanya diberikan pada waktu rapat kerja.( basil 
wawancara dengan kepala desa Tengkapak pada tanggal 16 Agustus 2018)". 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
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" sarana media komunikasi dalam Pengelolaan keuangan dana desa pada 
tingkat desa disampaikan dalam melalui media komunikasi masa yang bersifat 
satu arah yaitu melalui rapat desa atau sosialisasi kepada masyarakat tethadap 
infonnasi pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara yang menjadi skala proritas dalam tahun anggaran akan 
datang. hal ini merupakan salah bentuk transparansi pemerintah desa kepada 
masyarakat dalam pengelolaan dana desa diwilayah kerja masing-masing 
(basil wawancara dengan kepala desa Gunung Seriang tanggal 5 Agustus 
2018). 
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa media komunikasi pemerintah desa 
dalam penyampaian informasi pengeJelolaan keungan dana desa diwilayah kerja 
masing-masing dilakukan melalui media komunikasi masa atau melalui spanduk dan 
sosialiasi rapat desa dengan tujuan sebagai bentuk transparansi pemerintah desa dalam 
pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. 
Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Warwic dalam Tahir Arifin 
(2015:94) yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap lmplementasi 
kebijakan publik adalah bentuk infonnasi pengelolaan dana desa. 
b ). Media komunikasi informasi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa 
kepada masyarakat. 
Media komunikasi adalah suatu sarana atau alat yang digunakan untuk 
menyampaikan pesan dari komunikator kepada publik. media infonnasi yang 
digunakan dalam pengelolaan dana desa kepada masyarakat dilakukan melalui media 
komunikasi masa sepereti spanduk, sosialisasi. Berikut basil wawancara terkait 
penegasan hal tersebut sebagai berikut : 
"Media komunikasi informasi pengelolaan dana desa yang yang bersumber dari 
APBN serta tatacara penggunaan anggaran tersebut disampaikan kepada 
masyarakat melalui media komunikasi masa atau spanduk dan sosialisasi 
dalam rapat kerja pemerintah desa dengan perwakilan dari masyarakat. 
Penyampian infonnasi pengelolaan dana desa dengan melalui media 
komunikasi seperti spanduk dan sosialisasi dengan tujuan untuk 
memberitahukan informasi kepada masyarakat akan penggunaan dana desa 
tersebut berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan sesuai prosedur yang ada, 
dan hal ini merupakan bentuk transparansi pemerintah desa kepada 
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masyarakat atau khalayak umum.(hasil wawancara dengan kepala desa Jelarai 
Selor pada tanggal 4 Agustus 2018)". 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
"Dukungan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa tahun 2018 
ditunjukkan dengan media komunikasi masa yang dibangun dalam 
pengelolaan dana desa yaitu melalui rapat sosialisasi dengan masyarakat, 
pendidikan dan pelatihan Bum.des serta spanduk yang dipasang disetiap 
persimpangan jalan yang ramai dilalui khalayak um.um. Media komunikasi 
masa ini dinilai cukup efektif dalam penyampaian infonnasi kepada 
masya.rakat sebagai bentuk tanggungjawab moril pemerintah desa dan 
tanggungjawab transparansi dalam pengelolaan dana desa serta 
pertanggungjawabannya kepada masyarakat selalu penerima manfaat dari 
kegiatan tersebut (basil wawancara dengan kepala desa Apung pada tanggal 
10 Agustus 2018)'. 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
"Pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam tahun anggaran 2018 telah 
ditersusun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Pelaksanaan 
penggunaan dana desa tersebut disampaikan kepada masyarakat melalui media 
komunikasi masa atau yang meliputi media spanduk dan sosialisasi kepada 
masyarakat dalam rapat kerja pemerintah desa bersama masyarakat dan 
perwakilan masyarakat yang menjadi unsur dalam pengelolaan dana desa 
sesuai dengan mekanis yang telah diatur. Hal tersebut sebagai bentuk 
tanggungjawab aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang 
bersumber dari APBN kepada masyarakat selaku penerima manfuat dari 
kebijakan afirmatif tersebut.( hasil wawancara dengan kepala desa Bumi 
Rahayu pada tanggal 18 Agustus 2018) 
Dari uraian di atas dapat diperoleh informasi bahwa media komunikasi yang 
digunakan oleh pemerintah desa dalam penyampaian informasi pengelolaan dana desa 
kepada masyarakat melalui media komunikasi masa yang meliputi sosialisasi dan 
pemasangan spanduk, sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Media komunikasi 
masa tersebut merupakan salah bentuk transparansi pemerintah desa dalam 
pengelolaan dana desa kepada masyarakat. maka ini sejalan dengan yang 
dikemukakan oleh Warwic dalam Tahir Arifin (2015:94) implementasi kebijakan 
pengelolaan danaa desa sangat dipengaruhi oleh faktor informasi. 
3). Dukungan, dalam pengelolaan dana desa dilaksanakan melalui peraturan 
pemerintah, sarana dan prasarana dan partisipasi politik. 
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Dukungan organisasi sebagai sumber yang paling penting dari peristiwa 
sosial-emosional karena menanamkan keterlibatan dan organisasi karyawan. 
Dukungan ini menyebabkan stabilitas dan komitmen karyawan. Dukungan organisasi 
menciptakan budaya organisasi yang sehat an lebih mudah dikelola serta lingkunga 
kerja yang lebih baik. Dukungan organisai dalam pengelolaan dana desa yang 
dimaksud adalah dukungan norma, prosedur, sarana dan prasarana karena hal itu 
mempengaruhi aparatur. 
a) Dukungan Peraturan Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan 
Pengelolaan Dana Desa. 
Penyelenggaraan sistem pemerintah daerah harus memiliki landasan bukum 
yang pasti dalam pelaksanaan kewenangan yang telah diatur didalam struktur 
organisi, demikian pula terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa yang 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang hams mengikuti azas 
kepatuhan, akuntabel dan kepastian. Hal ini dipertegas dengan basil wawancara 
sebagai berikut : 
" Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan serta partisipasi politik 
dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa tahun 2018 adalah beberapa 
Peratauran Daerah dan Peraturan Bupati serta Surat Keputusan Bupati 
terhadap Pelaksanan dan Penetapan Pagu Dana Desa, Transfer Dana Desa 
serta Penggunaan Dana Desa. Dukungan kebijakan tersebut dapat dilihat pada 






Rekapitulasi peraturan pengelolaan dana desa tahun 2018 
Peraturan Judul 
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 Pedoman pengelolaan 
keuangan desa 
Peraturan Bupati Nomor 1Tahun2018 Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan rincian Dana 
Des a 
Surat Keputusan Bupati Bulungan Penetapan Besaran Dana 
Nomor 185/K-11/140 Tahun 2018 Desa Se-Kabupaten 
Bulungan 
Sumber : data primer yang diolah 2018. 
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Penetapan Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati terkait pelaksanaan 
dan pembagian besaran pagu dana desa untuk tahun 2018 sebagaimana 
digambarkan diatas merupakan salah bentuk dukungan kebijakan pemerintah 
dalam bentuk regulasi untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan dana desa 
agar dapat dilaksanakan dengan jelas, akuntabel dan efektif serta efisien. 
Adapun mekanisme pengelolaan dana desa tersebut adalah sebagai berikut : 






Evaluasi dan sank:si 
~ 
. 
Bagan : 4.1. SOP pengelolaan dana desa. 






Mekanisme standar opersional dalam pengelolaan dana desa ini untuk 
mendulrung pelaksanaan pengelolaan dana desa di kecamatan tanjung selor 
(hasil wawancara dengan Kasubid Pengelolaan Dana Desa Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan pada tanggal 31 Juli 
2018.) 
Hasil pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara dengan : 
"Pembinaan dan dukungan oleh pemerintah daerah dilaksanakan secara 
terstruktur yang dijadwalkan setiap bulan dalam agenda pembinaan. 
monitoring, evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kecamatan 
Tanjung Selor. Dukungan lainnya yaitu melalui WhatsApp group keuangan 
desa untuk mempennuda komunikasi antara aparat desa dengan pemerintah 
kecamatan serta tim asistensi dana desa, dalam keterlaksanaan pada 
program/kegiatan pada anggaran dana desa serta tersusunnya laporan 
pertanggungjawaban dan mekanisme pengadaan barang dan jasa pada 
pemerintah desa yang masih bersifat baru.(hasil wawancara dengan Kasi PMD 
Kecamatan Tanjung Selor tanggal 3 Agustus 2018)". 
Hasil pemyataan di atas, dipertegas denga basil wawancara dengan: 
"Salah satu bentuk dukungan Pemerintah Kecamatan Tanjung Selor terbadap 
pengelolaan dana desa adalah dengan memberikan sosialisasi peraturan daerah 
tentang pengelolaan dana desa kepada desa diwilayah Kecamatan Tanjung 
Selor serta dengan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 
desa yang memiliki mekanisme tersendiri dalam prioritas penggunaannya. 
Kebijakan tersebut adalah untuk mendukung kelancaran pengelolaan 
keuangan dana desa yang bersumber tersebut yang memiliki mekanisme 
dalam pertanggungjawabannya, sehingga arah pemanfaatan dana desa sesuai 
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skala prioritas pemerintah pusat dalam menunjang percepatan pembangunan, 
pengentasan kem.iskinan dan peningkatan perekonomian desa dapat 
terealisasikan (basil wawancara dengan Pendamping Desa Selor tanggal 4 
Agustus 2018). 
Dari uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa dukungan pemerintah 
serta partisipasi politik dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa telah belum berjalan 
dengan efektif, ha1 tersebut telah sejalan dengan yang di kemukakan oleh Narwic 
dalam Tahir Arifin 2016. 
b) Dukungan sarana dan prasarana Pemerintah Desa dalam mendukl.mg pengelolaan 
danadesa. 
Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang dalam percepatan 
pengelolaan dana desa yang sangat menentukan kecepatan proses pelayanan. Hal ini 
dipertegas dengan basil wawancara: 
"Dukungan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dana desa dilakukan 
dengan melengkapi sarana dan prasarana yang memadai sebagai bentuk 
dukungan dalam menunjang kelancaran proses pengelolaan dana desa. 
kemudian daripada itu pemerintah desa juga telah membangunan sarana 
komunikasi online sesama desa yang ada melalui WhatUp keuangan desa 
untuk mempermudah dan mempercepat penerimaan informasi yang 
berhubungan dengan pengelolaan dana desa (basil wawancara dengan kepala 
desa Gunung Seriang tanggal 5 Agustus 2018). 
Hasil pernyataan di atas, dipertegas denga hasil wawancara dengan: 
"Pelaksanaan pengelolaan dana desa yang telah memiliki standar operasional 
prosedur (SOP) dalam perencanaan penyusunan anggaran, pelaporan serta 
monitoring, dalam menunjang mekanisme tersebut pemerintah desa 
mendukung sarana dan prasarana untuk mempercepat pelaksanaan 
pengelolaan dana desa tersebut. pemerintah desa dalam mendukung 
pengelolaan dana desa tersebut telah menyediakan sarana dan prasarana 
seperti laptop, computer dan internet sebagai wadah dalam mendukung 
percepatan pengelolaan dana desa tersebut sebagaimana batas waktu yang 
telah ditentukan. Kemudian daripada itu pemerintah desa juga membuat 
program peningkatan kapasitas aparatur dalam menunjang pekerjaan serta 
meningkatkan kemampuan daya saing supaya dapat lebih produktif dan 
inovatif dalam membangunan desa (basil wawancara dengan kepala desa 
Jelarai Selor pada tanggal 4 Agustus 2018). 
43812.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
I 
91 
Hasil pernyataan di atas, dipertegas denga hasil wawancara dengan: 
" Dukungan pemerintah desa percepatan pengelolaan dana desa dilakukan 
dengan berbagai cara yaitu pertama, pemerintah desa telah menyiapkan sarana 
komunikasi online atau WhatUp sebagai wadah atau tempat pemeritah desa 
dalam menunjang pengelolaan dana desa terutama yang berkaitan dengan 
perubahan regulai, dan sering masalah pelaksanaan. Kedua, pemerintah desa 
dalam percepatan pengelolaan dana desa agar tepat sasaran dan waktu maka 
pengembangan sumberdaya aparatur juga harus dibarengi dengan 
pengningkatan kapasitas atau kemampuan dan keterampilan sebagai 
penunjang pekerjaan. Ketiga, malalui koordinasi dan konsultasi langsung 
kepada Kecamatan Tanjung Selor sebagai Pembina dalam pengelolaan daoa 
desa tersebut. .( basil wawancara dengan kepala desa Tengkapak pada tanggal 
16 Agustus 2018)". 
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa bentuk dukungan dari pemerintah 
desa dalam Implementasi pengelolaan dana desa pada Kecamatan Tanjung Selor 
Kabupaten Bulungan belum efektif, terutama dalam dukungan aturan pemerintah 
yang terlambat dalam pengelolan dana desa. 
4 ). Pembagian potensi, yang ditinjau dari menganalisis Kekuatan, Kelemah~ 
Peluang, dan Ancaman. 
Pembagian potensi merupakan suatu upaya dalam mengidentifikasi berbagai 
faktor yang dilakukan secara sistematis agar bisa merumuskan strategi organisasi 
dalam kegiatan dengan tepat. Hal ini dipertegas dengan basil wawancara sebagai 
berikut : 
a). Pembentukan Peraturan Kepala Desa tentang pembagian kewenangan. 
Kewenangan merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah 
atau legitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian 
tujuan organisasi. Hal ini dipertegas dengan basil wawancara sebagai berikut: 
"Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana jabatan 
yang telah diembannya belum dilengkapi oleh peraturan kepala desa tentang 
uraian tugas dan fungsi, atau standar operasional prosedur (SOP), sehingga 
sering terjadi tumpang tindih pekerjaan antar bidang atau menumpuknya suatu 
pekerjaan pada salah satu aparatur yang dianggap mampu dalam bekerja. Hal 
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tersebut juga dipengaruhi sampai saat ini belum jelasnya pelimpahan 
kewangan kepala daerah atau bupati kepada pemerintah desa (hasil wawancara 
dengan kepala desa Jelarai Selor tanggal 4 Agustus 2018). 
Hasil pemyataan di atas, dipertegas denga hasil wawancara dengan: 
" Uraian tugas dan fungsi pada pemerintah desa sampai saat ini masih 
mengacuh pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, belum 
adanya suatu peraturan kepala desa yang mengatur secara teknis tentang 
uraian tugas dan fungsi aparatur pemerintah desa dalam bekerja. Kondisi 
tersebut akan memberikan dampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa 
terutama pengelolaan keuangan dana desa seperti laporan pertanggungjawaban 
yang selalu terlambat.penyusunan urian tugas dan fungsi oleh pemerintah desa 
belum mampu dilaksanakan karena membutuhkan persyaratan yang cukup 
banyak. (hasil wawancara dengan kepala desa Gunung Seriang tanggal 5 
Agustus 2018). 
Hasil pemyataan di atas, dipertegas denga basil wawancara dengan: 
" uraian tugas dan fungsi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa 
sampai saat ini masih mengacuh pada peraturan menteri dalam negeri dan 
peraturan menteri keuangan serta peraturan bupati. Seyogyanya pemerintah 
desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa harus menyusun standar 
operasional prosedur (SOP) supaya dalam pengelolaan dana desa tersebut 
memiliki tata a1iran kerja yang baku untuk menjadi arah atau petunjuk dalam 
pelaksanaannya, sehingga pertanggungjawaban dan pelaporannya tidak 
mengalami keterlambatan (basil wawancara dengan kepala desa Tengkapak 
pada tanggal 16 Agustus 2018)". 
Selanjutnya berdasarkan observasi atau pengamatan lapangan bahwa 
pemeritah desa belum memiliki dokumen yang mengatur secara terperinci akan togas 
dan fungsi aparatur desa, dan hal ini juga yang menghambat dalam pemberian insentif 
yang ideal bagi apartur desa terhadap beban kerja yang dijalankan. 
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintah desa 
dan pengelolaan keuangan desa belum memiliki Peraturan Kepala Desa yang 
mengatur tentang urian tugas dan fungsi aparatur pemerintah desa, serta belum adanya 
standar operasional prosedur dalam setiap penyelesaian pekerjaan. Kekosongan 
tersebut memberi dampak terhadap proses pelaksanaan pekerjaan baik yang bersifat 
pelayanan publik maupun administratif. 
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b ). Kelemahan potensi dalam pemanfaatan dana desa bagi pemerintah desa. 
faktor kelemahan dalam pemanfaatan dana desa yang bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara sangat besar yang menjadi tantangan bagi pemerintah 
desa dalam pengelolaan dana desa tersebut. hal tersebut dipertegas dengan basil 
wawancara sebagai berikut : 
" Pemanfaatan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara memiliki tingkat kelemahan bagi pemerintah desa dalam 
pemanfaatannya yaitu banyaknya regulasi yang mengatur tentang dana desa 
yang harus dimengerti dan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal ini 
memberikan tantangan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa 
bai.k dari segi penetapan skala prioritas maupun dari segi pertanggungjawaban 
dana desa tersebut (hasil wawancara dengan kepala desa Apung 10 Agustus 
2018)". 
Hasil pemyataan di atas, dipertegas denga hasil wawancara dengan : 
" KeJemahan daJam pemanfaatan dana desa dari APBN tersebut adalah 
banyaknya regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan dan pemanfaatan 
anggaran tersebut, hal ini ditambah dengan kondisi aparatur desa yang tingkat 
pendidikan serta akses dalam memperoleh media informasi terbatas. Misalnya 
dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana desa menjadi 
kendala tersendiri bagi pemerintah desa dalam pembayaran pajak serta 
membuat kelengkapan dokumen lainnya. hal ini yang menjadi kelemahan 
dalam pelaksanaan dana desa saat ini. ( hasil wawancara dengan kepala desa 
Bumi Rahayu 16 Agustus 2018)" . 
Hasil pemyataan di atas, dipertegas denga hasil wawancara dengan : 
" keterbatasan atau potensi kelemahan dalam pemanfaatan dana desa saat ini 
adalah mekanisme dalam pembayaran pajak pengadaan barang/jasa yang 
masih bersifat barn bagi aparatur pemerintah desa yang bersumber anggaran 
pendapatan dan belanja negara dimana harus memiliki rumusan tersendiri 
dalam perhitungan barang tersebut ditambah dengan peraturan yang cukup 
banyak tentang dana desa. ( basil wawancara dengan kepala desa Gunung 
Seriang pada tanggal 5 Agustus 2018)". 
c ). Peluang potensi pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa. 
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Peluang atau kesempatan dalam pemanfaatan dana desa sangat memberikan 
keadilan bagi pemerintah desa dalam mempercepat pembangunan ditingkat desa 
yang cukup besar dalam membantuh dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini 
dipertegas dengan basil wawancara sebagai berikut : 
" peluang dalam pemanfaatan dalam dana desa salah satunya adalah 
pengentasan kemiskinan, karena masyarakat desa mendapat pekerjaan disisi 
lain kemampuan mereka juga meningkat karena banyak infrastruktur dan 
pemberdayaan yang dilaksanakan melalui dana desa. Perlu disampaikan juga 
bahwa selain masyarakat lokal dipedesaan kami terdapat kawasan transmigrasi 
permukiman diwilayah kami yang tidak terpisahkan. ( hasil wawancara 
dengan kepala desa Tengkapak tanggal 16 Agustus 2018)". 
Hasil pemyataan di atas, dipertegas denga basil wawancara dengan : 
" melalui dana desa kegiatan perkebunan berbasis masyarakat didaerah kami 
sangat signifikan meningkat, khususnya untuk tanaman komuditi lada, 
dimana sebelumnya masyarakat hanya mengandalkan teknologi sederhana 
sekarang dengan pemanfaatan dana desa bisa ditingkatkan menjadi teknologi 
tepat guna serta peningkatan pemberdayaan melalui kegiatan pelatihan, 
bimbingan teknis serta kunjungan lapangan. (hasil wawancara gunung seriang 
pada tanggal 5 Agustus 2018)'. 
Dari 4 ( empat) point tersebut diperoleh basil bahwa Implementasi Kebijakan 
Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan 
Provinsi Kalimantan Utara belum belum berjalan dengan efektif didalam 
implementasinya yang dipengaruhi oleh aspek kemampuan organisasi, informasi, 
dukungan dan pembangian potensi. 
2. Faktor-faktor Peughambat I.mplementasi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan 
Tanjung Selor. 
Implementasi Kebijakan pengelolaan dana desa di Kecamatan Tanjung Selor 
menurut Warwic dalam Tahir Arifin (2015:93), Implementasi Kebijakan Publik di 
pengaruhi oleh empat faktor dalam implementasi yakni, Kemampuan Organisasi, 
lnformasi, Dukungan dan Pembagian Potensi. Dalam hal Implementasi Pengelolaan 
Keuangan Dana Desa Pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terdapat 2 
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(dua) titik berat permasalahan faktor penghambat yang lebih utama dari ke-4 (empat) 
variabel tersebut yaitu pada Kemampuan Organisasi (kemampuan teknis, kemampuan 
menjalin hubungan dengan instansi lain, dan meningkatkan dan mengembangkan 
sistem layanan (SOP) dan Pembagian Potensi (kewenangan dan tanggungjawab) akan 
diuraikan lebih lanjut sebagai berikut : 
a Kemampuan Organisasi 
Penilaian dan kinerja organisasi adalah kesatuan sosial yang terdiri dari orang atau 
kelompok yang berinteraksi antar satu sama lain. Impleuientasi kebijakan 
pengelolan keuangan dana desa pada kecamatan tanjung selor dipengaruhi oleh 
faktor-faktor penghambat yang akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut : 
1) Kemampuan teknis sumberdaya manusia 
Kemampuan merupakan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, 
motede, teknis peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu 
yang diperoleh dari pengalaman, pendidikan dan training dalam menunjang 
kegiatan organisasi. Berikut basil wawancara terkait permasalahan diatas : 
"Kemampuan aparatur pemerintah desa pada kecamatan tanjung selor 
dalam pengelolaan dana desa masih relatif rendah, hal tersebut dapat 
dilihat dari sering munculnya kendala dalam perencanaa, pelaporan dan 
pertanggungjawaban keuangan dana desa. 
Tabel4.9 
D ftar P d"dik P nil A p . tahD a en 1 an er so .oaratur emenn 
Pendidikan 
No Desa SMP SMA D3 
l Jelarai Selor 3 2 
2 Gunung Seriang 4 
3 Tengkapak I 2 I 
4 Apung 5 1 
5 Bumi Rahayu 5 
6 Gunung Sari 3 2 
Jumlah I 22 6 
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Tabel 4.10 
Rekapitulasi laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2018. 
No Des a Tans:rn:al Penverahan Dokumen 
1 Jelarai Selor 30/112018 
2 Gunung Seriang 8/1/2018 
3 Tengkapak 28/4/2018 
4 Apung 15/3/2018 
5 Bumi RahaVll 14/1/2018 
6 Gunung Sari 31/3/2018 
Sumber : Data primer yang dikelolah 2018 
Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat pendidikan rata-rata aparatur 
pemerintah desa masih pada sekolah menengah umum sebanyak 22 orang , 
D3 sebanyak 6 orang dan S 1 sebanyak 5 orang. Kondisi tersebut akan 
mempengaruhi proses pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam kegiatan 
baik fisik maupun administratif sebagai man.a dari daftar penyelesaian 
dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tahun 2017 
sebagai dasar dalam pencairan dana desa tahun 2018. Selanjutnya 
terlambatnya laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam 
pelaksanaan penggunaan dana desa dari ketentuan yang telah ditetapkan 
sehingga berdampak pada tahap pencairan dana desa selanjutnya (basil 
wawancara dengan dengan Kasi PMD Kecamatan Tanjung Selor tanggal 2 
Agustus 2018). 
Pemyataan diatas dipertegas dengan wawancara berikut : 
" Kemampuan teknis aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan dan 
pengelolaan dana desa khususnya dalam penyusunan laporan 
pertanggungjawaban masih sangat lemah, karena hal tersebut dipengaruhi 
juga dengan tingkat kepedulian dan kedisiplinan pemerintah dalam 
menyelesaiakan dokumen laporan penggunaan anggaran dana desa yang 
telah dilaksanakan pada program/kegiatan yang ada, disamping itu juga 
banyak kendala ektemal dalam pertanggungjawaban dana desa seperti 
lambatnya unsur pemerintah lainnya dalam . memberikan 
pertanggungjawaban dari penggunaan dana desa, dan dari pihak 
ketiga/investor dalam pengerjaan fisik yang cukup mengalami kesulitan 
dan keterlambatan dalam penyelesian adminstrasi kegaitan. Aparatur 
pemerintah desa juga belum begitu memahami dalam proses 
pembayakaran pajak dan mekanisme pengadaan barang dan jasa 
sebagaimana yang telah diataur didalam peraturan bupati (basil wawancara 
dengan pendamping desa pada tanggal 3 agustus 2018)". 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
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'' Kemampuan dan keterampiran serta pengalaman kerja aparatur desa 
yang climiliki saat ini masih kurang dari harapan yang dikehendaki oleh 
kepala desa dalam mendukung program/kegiatan yang akan 
diselenggarakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa kedepannya, 
karena hal tersebut sangat menentukan keberhasilan program yang tdah 
direncanakan bersama terutama berkaitan dengan program yang ditetapkan 
oleh kepala desa yang menjadi kontrak politik bersama masyarakat. 
Keterbatasan aparatur desa dalam mengelolah dana desa saat ini bukan 
semata karena faktor keterbatasan pemerintah desa saja, namun juga faktor 
pemerintah daerah, hal ini dapat dibuktikan dengan contoh diktat 
pemenuhan kebutuhan peningkatan aparatur desa dalam menunjang 
kinerja dimasing-masing desa tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan 
oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah sehingga daya 
ungkit yang diterima dari pelatihan atau pendidikan tersebut tidak terlalu 
signifikan dalam mendorong kemajuan program/kegiatan dalam mencapai 
output dan outcome yang diharapkan oleh pemerintah dan desa khususnya, 
yang kedua tedambatnya penyaluran dana desa setiap tahunnya yang 
mengakibatkan pada sistem perencanaan pembangunan desa yang 
dilakukan pada awal tahun. Sehingga hal tersebut juga yang 
mempengaruhi pekerjaan pemerintah desa saat ini mengalami kendala baik 
dalam pelaksanaan maupun dalam pertanggungjawaban keuangan desa, 
dan yang terakhir menurut kami yaitu pengalaman kerja merupakan salah 
satu faktor yang sangat berpengaruh dalam mendukung kinerja aparat 
pemerintah desa, hal ini dapat kita lihat dari latarbelakang masing-masing 
aparat desa yang ada saat ini. Ketiga hal tersebut menurut hemat kami 
yang sangat menghambat dalam pengelolaan dana desa saat ini". (basil 
wawancara dengan kepala desa jelarai selor tanggal 4 Agustus 2018). 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
"Kemampuan teknis yang dimiliki aparatur desa apabila dibandingkan 
dengan kemampuan yang ada diluar pulau Kalimantan Utara memang 
masih jauh dari kata maksimal, namun keadaan tersebut tidak dapat 
dihelak dengan kondisi saat ini khususnya pada desa tengkapak. kondisi 
ini disebabkan oleh salah satu faktor yaitu kurangnya perhatian atau 
keseriusan pemerintah daerah dalam memajukan desa dibuktikan dengan 
lambatnya penyaluran dana desa dalam setiap tahun sehingga 
menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat desa untuk menjadi aparatur 
pemerintah desa. Kondisi lain juga yang sangat memperihatikan dalam 
peningkatan kemampuan teknis aparatur desa baik dalam perencanaan, 
pertanggungjawaban serta informasi teknologi adalah kurangnya 
tleksibilitas pemerintah daerah dalam memberikan kewenangan bagi 
pemerintah desa agar memilih atau menentukan diklat/pelatihan yang 
sesuai dengan kebutuhan masing-masing, hal ini dimaksud karena 
pemerintah desa adalah daerah otonom yang diataur oleh undang-undang 
bukan merupakan satu kesatuan atau memiliki garis komando dengan 
pemerintah daerah namun hanya garis koordinasi sebagai Pembina 
pemerintah desa, tentu hal ini yang menjadi salah satu faktor penghambat 
bagi desa dalam berkreasi untuk pengelolaan dana desa yang ada,,. (hasil 
wawancara dengan kepala desa Tengkapak tanggal 16 Agustus 2018) 
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Pemyataan diatas di pertegas dengan wawancara berikut : 
" Kemampuan teknis aparatur pemerintah desa saat ini masih memiliki 
keterbatasan yang harus menjadi perhatian pemerintah desa dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Kemampuan ini tentu tidak lepas dari 
faktor pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing 
aparatur desa dalam mendukung kinerja sehari-hari, hal ini dapat di ukur 
dari ketepatan waktu dalam menyusun APBDes dan Pertanggugjawaban 
dana desa yang selalu menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemerintah 
desa. Pemerintah desa dalam hal ini tentu memiliki kendala dalam 
peningkatan kapasitas atau kemampuan aparatur desa yaitu rantai birokrasi 
yang cukup panjang dalam mendapatkan izin bagi aparatur pemerintah 
desa untuk mengembangkan kemampuan teknis tersebut terutama untuk 
keluar daerah yang harus sampai tingkat bupati dalam disposisi izin 
peningkatan kapasitas aparatur desa, ditambah dengan tidak jelasnya 
peraturan bupati tentang pelimpahan kewenangan kepada desa sampai saat 
ini". (basil wawancara dengan kepala desa Gunung Sari pada tanggal 12 
Agustus 2018) 
Pemyataan diatas di pertegas dengan wawancara berikut : 
" Aparatur Pemerintah Desa merupakan faktor utama dalam penggerak 
dan penyelenggaraan roda pemerintah desa, namun kondisi tersebut masih 
jauh dari harapan yang diharapkan oleh pemerintah dalam percepatan 
pembangunan, kesejahteraan dan pelayanan publik bagi masyarakat 
didesa Pokok permasalahan yang sangat mendasar dalam hal ini adalah 
aspek pendidikan atau pengetahuan serta keterampilan yang belum 
maksimal yang dimiliki oleh masing-masing aparatur dalam menunjang 
kegiatan operasional dalam tugas. Kondisi tersebut di pertajam dengan 
panjangnya mata rantai birokrasi yang hams dilalui dalam proses 
pengajuan peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur desa, yaitu 
sampai pada tingkat Kepala Daerah untuk persetujuan dalam peningkatan 
kapasitas aparatur desa terutama bagi kegiatan diluar daerah". ( basil 
wawancara dengan kepala desa Bumi Rahayu pada tanggal 15 Agustus 
2018) 
Berdasarkan uraian di atas dapat di peroleh informasi bahwa faktor 
penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa pada 
kecamatan tanj~g selor kabupaten bulungan terletak pada aspek kemampuan 
teknis aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan 
pembangunan desa, laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pada 
Kecamatan Tanjung Selor dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan bagi 
masyarakat, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Narwic dalam Tahir Arifin 
(2015:93) terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan 
....... - ..... ·-·~·· · ... ,.,.. ___ '!'.•· .. ·· ··---· .. . ... ··--·····- ,.,, .-...... .. 
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Publik terutama pada aspek Kemampuan Organisasi bidang Kemampuan Teknis 
masih sangat relatif rendah sebagaimana yang diharapkan dapat memacu 
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi perdesaan seperti amanat undang-
undang desa dan peraturan menteri keuangan tentang tujuan dana desa, 
Pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja pada sumberdaya manusia 
pemerintah desa adalah kunci utama dalam menindaldanjuti dan menyukseskan 
program/kegiatan prioritas yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah dalam pembangunan jangka menengah dan pendek 
dalam satu tahun kedepannya. Kesejahteraan, pembangunan infrastruktur dan 
peningkatan perekonomian suatu masyarakat desa sangat tergantung pada kualitas 
sumberdaya aparatur desa dalam menggerakan dan merencakan anggaran desa 
yang menjadi kebijakan desa dalam menata pembangunan desa sebagaimana 
amanat undang-undang desa dalam bingkai semangat otonomi desa. 
2) Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan 'SOPs" (Standar 
Operationg Prosedures), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan 
kebijakan. 
Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelaynan yang dilaksanakan oleh 
penyelenggara pelaynan publik sebagai upayan pemenuhhan kebutuhan publik 
dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka 
menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kegagalan suatu pelayanan publik dapat 
dilihat dari kualitas pelayanan publik sebagaimana dikemukakan oleh Mahmudi 
dalam Manajemen Kinerja Sektor Publik (2015 :26) yaitu Kecepatan pelayanan, 
kebersihan dan kerapian staf dan fasilitas, keramahan dan kesabaran staf dalam 
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melayani, memiliki sikap membantuh clan bersahabat serta perhatian pada 
pelanggan, dan terakhir adalah keamanan dan kenyamanan Dari sisi mikro, hal-
hal yang dapat mempengaruhi pelayanan publik sebagaimana dikemukanan oleh 
Mulyadi Deddy dalam studi kebijakan publik dan pelayanan publik (2016:216) 
salah satunya adalah tidak adanya Pengembangan standar Operating Procedures 
(SOP) yaitu untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan decara 
konsisten diperlukan adanya Standard Operating Procedures. Hal ini dipertegas 
dengan hasil wawancara sebagai berikut : 
" Pemerintah desa sebagai subsitem dalam penyelenggaraan sistem 
pemerintahan pada tingkat desa sampai saat ini untuk pelaksanaan 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa pada level 
desa belum memiliki atau menyusun terkait Standar Operating Procedures 
bagi pemerintah desa sebagai alat kontrol dalam ketepatan penyelesaian suatu 
pekerjaan,keamanan, kepastian waktu dan tan.ggung jawab pada masing-
masing apartur desa terkait siapa mengerjakan apa serta kenyamanan dalam 
lingkungan pelayanan". ( hasil wawancara dengan kepala desa tengkapak pada 
tangagl 16 Agustus 2018) 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
" Standar Operating Procedures (SOP) dalam pengembangan pelayanan dan 
kenyamanan pekerjaan sampai saat ini belum dimiliki oleh pemerintah desa 
sebagai acuan dalam menata pekerjaan agar dapat memberikan pelayanan 
publik yang lebih maksimal kepada masyarakat khususnya. Keberadaan 
Standar Operating Procedures (SOP) tersebut sangat membantuh pemerintah 
desa dalam mengakses data yang diperlukan, memberikan kejelasan akan 
pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan kepastian waktu dalam penyelesaian 
pekerjaan yang laksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan 
kenyamanan terhadap proses dan produk pelayanan publik terhadap 
masyarakat yang harus memperoleh perlakuan sama dalam menerima 
pelayanan" . ( hasil wawancara dengan kepala desa Gunung Seriang 5 Agustus 
2018) 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
" Penyelesaian suatu pekerjaan pada tingkat pemerintah desa biasanya hanya 
dilakukan dengan asas rutinitas atau atas rasa pengalaman terhadap pekerjaan 
yang selama ini dilaksanakan oleh aparatur pemerintah desa sehingga banyak 
hal yang terlewatkan atau terdapat hal-hal yang tidak prioritas di akomodir 
dalam kegiatan tahun berjalan, sehingga kejelasan dan kepastian waktu serta 
kenyamanan dalam bekerja masih dirasakan kurang. Misalnya keterlambatan 
pertanggungjawaban keuangan dana desa, adanya program yang tidak prioritas 
masuk dalam perencanaan sehingga tidak sesuai dengan RKPDes yang telah 
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disusun oleh pemerintah desa, demikian yang dirasakan oleh pemerintah desa 
dalam. penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pengelolaan Dana 
Desa". (basil wawancara dengan kepala Desa Bwni Rahayu pada tanggal 15 
Agustus 2018). 
Selanjutnya berdasarkan observasi lapangan pada tanggal 5 agustus 2018 
bahwa pedoman tata a1iran kerja pada pemerintah desa belum ada sehingga 
penumpukan laporan pertanggungjawaban keuangan masih mengalami 
keterlambatan pada semua desa di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten 
Bulungan. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan Warwic (2015:93) 
bahwa aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat diperlukan dalam 
manajemen pekerjaan. 
Dari uraian di atas dapat diperoleh informasi bahwa faktor penghambat 
implementasi pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten 
Bulungan adalah belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai 
alat kontrol pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan dana 
desa yang konsisten, tapat waktu dalam penyelesaian laporan pertanggung 
jawaban keuangan, keamanan dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum 
dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban kuangan dana 
desa serta tanggu jawab terhadap masing-masing apartur desa dalam 
menyelesaikan persoalan pelaksanaan pelayanan publik atau tugas sesuai fungsi. 
b. Dukungan, regulasi pemerintah daerah dalam implementasi dana desa. 
Suatu impelemtasi kebijakan dapat gagal dikarenakan masih ditidak 
tetapannya atau ketidak tegasan pihak internal atau ekstemal atau kebijakan itu 
sendiri menunjukkan adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya 
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pembantu yaitu tidak bisa diimplementasikannya. lmplementasi kebijakan publik 
akan sangat sulit dilaksanakan apabila pelaksanaannya tidak mendapat cukup 
dukungan kebijakan misalnya dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sebagaimana basil wawancara sebagai 
berikut: 
" Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Dana Desa pada 
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2018 ini 
dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2017, 
dan Peraturan Bupati Bulungan Nomor I Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa yang ditetapkan pada tanggal 
24 Januari 2018 serta Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 185/K-11/140 
Tahun 2018 tentang Penetapan Besarnya Dana Desa untuk setiap Desa Se-
Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2018, tentu hal ini akan sangat 
mempengaruhi arus perencanaan dan pemanfaatan dana desa sebagaimana 
yang telah ditetapkan didalam Peraturan Menteri Keuangan Repubik Indonesia 
Nomor 225 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana 
Desa. Kemudian daripada itu menurut hemat kami dengan terlambatnya 
dukungan kebijakan pemerintab daerah (regulasi) terhadap pelaksanaan dan 
pemanfaatan dana desa sebagaimana dalam asas perencanaan yang telah 
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedomanan Pembangunan Desa diyakini bahwa terdapat 
program/kegiatan yang kurang efektif atau tidak memiliki daya ungkit yang 
cukup tinggi dalam mendukung perjanjian kinerja seorang kepala desa 
terhadap kontrak politiknya kepada masyarakat". ( hasil wawancara dengan 
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten 
Bulungan pada tanggal 2 Agustus 2018). 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
" Peraturan Bupati tentang pengelolaan dan desa dan peraturan bupati tentang 
penetapan besaran anggaran dana desa tahun berjalan diterima oleh 
pemerintah desa pada bulan febuari tahun 2018, namun hal tersebut tidak bisa 
langsung untuk dieksekusi dengan pencairan dana desa dalam tahun tersebut 
dikarena harus disusun kembali RKPDes yang akan menjadi rujukan bagi 
pemerintah desa dalam musrenbangdes untuk menjadi arab kebijakan dalam 
tahun berjalan setelah itu baru disusun anggaran pendapatan dan belanja desa 
untuk kegiatan dalam satu tahun yang akan ditetapkan dengan peraturan 
kepala desa (PERDES). Melihat keterlambatan tersebut akan berdampak pada 
proses penyelenggaraan pemerintah desa yang seyogyanya dilaksanakan pada 
bulan januari namun bisa terjadi sampai bulan mei atau juni tahun berjalan 
karena disebabkan proses perencanaan pembangunan desa harus tetap 
dilaksanakan, kemudian daripada itu syarat dalam pengajuan untuk pencairan 
tahap satu untuk Dana Desa harus melampirkan laporan pertanggungjawaban 
pencairan tahan ke III tahun sebelumnya. Hal ini yang membuat banyak 
pemerintah desa yang mengalami keterlambatan dalam pencairan untuk tahap 
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satu clikarenakan harus kolektif dalam pengajuan pencairan dana desa maupun 
Alokaso Dana Desa pada tahun berjalan". ( basil wawancara de:ngan 
pendamping desa pada Kecamatan TanjlDlg Selor Kabupaten Bulungan pada 
tanggal 3 Agustus 2018). 
Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
" Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Kabupaten Bulungan dalam dukungan kebijakan terhadap Pengelolaan Dana 
Desa dinilai kurang produktif apabila mengacuh pada Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 ten tang Pedoman Pembangunan Desa 
terkait tahapan dalam perencanaan pembangunan yang wajib dilalui oleh 
pemerintah desa. Dari segi waktu dan perencanaan pekerjaan akan sangat 
berpengaruh terhadap mutu kualitas pekerjaan yang diharapkan da1am 
pembangunan didesa, disamping itu juga kebijakan kolektif dalam pencairan 
serta persyarakatan dalam pengajuan pada tahap 1 (satu) untuk dana desa 
sangat merugikan kepada pemerintah desa yang telah selesai dalam proses 
penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan tahap 3 (tiga) tahun 
sebelumnya, kemudian hal lain yang menyebabkan terlambatnya pelaksanaan 
pengelolaan dana desa pada tingkat desa yaitu penyusunan laporan 
pertanggungjawaban yang lama tersusun akibat instansi non pemerintah desa 
seperti PKK, LPMD terlambat dalam penyampaian laporan pemanfaatan dana 
desa tersebut faktor lain yang juga mempengaruhi implementasi pengelolaan 
dana desa pada kecamatan tanjung selor dalam tahun anggaran 2018 ini adalah 
proses penetapan peraturan bupati bulungan tentang pengadaan barang dan 
jasa desa, sehingga pemerintah desa harus menyesuaikan dengan kondisi 
tersebut untuk dilampirkan dalam ketentuan peratauran kepala desa tentang 
anggaran pendapatan dan belanja desa dan menjadi patokan bagi pemerintah 
desa dalam menyusun program/kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan 
barang dan jasa desa, faktor selanjutnya yang menjadi bambatan dalam 
implementasi pengelolaan dana desa yaitu mekanisme verifikasi yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas pemberdayaan masyarakat 
desa dan kecamatan tanjung selor yang dinilai cukup panjang rantai birokrasi 
untuk dilewati dalam mencapai kata persetujuan pengajuan pencairan dana 
desa, kondisi ini disebabkan tidak terpadunya tim evaluasi keuangan desa 
dalam memberikan verifikasi kepada desa untuk pertanggung jawaban 
keuangan sebagai syarat dalam pencairan. Tim evaluasi melaksanakan 
pekerjaannya secara parsial pada masing-masing bidang/instansi bukan pada 
tingkat kolektif untuk dapat memverifikasi dokumen perencanaan pengelolaan 
keuangan desa tahun berjalan". ( basil wawancara dengan kepala desa jelai 
selor pada tanggal 4 Agustus 2018). 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
" Pengelolaan keuangan desa dalam tahun anggaran 2018 mengalami 
keterlambatan untuk penyerapan anggarannya, hal ini dikarenakan syarat 
dalam pengajuan pencairan tahap 1 (satu) dana desa harus secara kolektif dan 
serta wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa 
terakhir yaitu pada tahap 3 (tiga) tahun sebelumnya sebagai syarat dalam 
pencairan dana desa desa tahap satu, disamping itu penyampaian pagu 
indikatif besaran dana desa disampaikan pada bulan febuari yang secara 
43812.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
.. .. 
104 
otomatis akan mempengaruhi mekanisme perencanaan pembangunan desa 
sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-und.angan. 
Keterlambatan tersebut juga sebenamya berasal dari faktor internal pemerintah 
desa yaitu lambatnya menyusun lapoaran pertanggung jawaban keuangan desa 
yang di sebabkan oleh beberapa hal yaitu lambatnya mitra - mitra pemerintah 
desa dalam menyampaikan laporan penggunaan dana desa yang chberikan 
seperti PKK, LPMD dll, selanjutnya laporan dari pihak ketiga terutama yang 
mengerjakan pekerjaan fisik biasanya sulit untuk memperoleh laporan akhir 
pelaksanaan tugas/pekerjaan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan karena 
selalu tidak tepat waktu dalam pelaporannya, kemudian yang terakhir yaitu 
peraturan bupati bulungan tentang pengadaan barang dan jasa untuk 
pemerintah desa yang barn saja di sosialisasikan kepada pemerintah desa. 
Tentu kebijakan ini akan sangat mempengaruhi dalam pengelolaan atau 
percepatan pemanfaatan dana desa yang harus memasukkan peraturan tersebut 
didalam konsederan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta 
menjadi patokan bagi aparatur desa dalam menetapkan barang yang akan 
diakomodir untuk tahun berjalan". 
( hasil wawancara dengan kepala desa tengkapak pada tanggal 16 Agustus 
2018). 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
" Regulasi tentang penetapan dan pencairan dana desa serta surat keputusan 
bupaten bulungan pada tahun 2018 ini keluar pada bulan febuari ditambah 
dengan terlambatnya peraturan bupati bulungan tentang pengadaan barang dan 
jasa bagi pemerintah desa sebagai tindaklanjut dari peraturan kepala lembaga 
kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2013 tentang 
pedoman tata cara pengadaan barang /jasa di Desa. Dari beberapa kebijakan 
ini sangat mempengaruhi proses dari perencanaan pembangunan dalam rangka 
mempercepat pembangunan, kesejahteraan dan peningkatan ekonomi di desa 
apabil kondisinya selalu mengalami kerlambatan pemerintah daerah 
memperoleh dukungan kebijakan pengelolaan dana desa setiap tahunnya". 
( hasil wawancara dengan kepala desa Bumi Rahayu pada tanggal 15 Agustus 
2018). 
Selanjutnya berdasarkan observasi dan data dokumen lapangan pada tanggal 
15 agustus tahun 2018 bahwa dukungan regulasi peraturan daerah tentang 
pengelolaan dana desa dilaksanakan pada bulan februari setelah mendapat pagu 
indikatif dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan 
sebagaimana penjelasan dari Peraturan Bupati Bulungan Tahun 2018 tentang Pagu 
Indikatif dana desa se Kabupaten Bulungan. 
Dari uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa faktor pengbambat 
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatanan Tanjung Selor 
.... '"·- ·-
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Kabupaten Bulungan adalah regulasi yang selalu terlambat oleh pemerintah daerah 
serta persyaratan pencairan dana desa yang selalu bersifat kolektif oleh pemerintah 
daerah bagi seluruh desa dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban tahap 
terakhir tahun sebelumnya. Dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa ada 
kebijakan pemerintah daerah kabupaten bulungan khususnya dinas pemberdayaan 
masyarakat desa yang tidak sesuai dengan apa yang tertuang pada Peraturan Bupati 
Nomor 1Tahun2018 tentang Penetapan dan Pencairan Dana Desa pada pasal 9 ayat 3 
huruf "a" yang menjelaskan syarat pencairan dana desa pada tahap l (satu) hanya 
melampirkan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa bukan 
dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pada tahap 
terakhir tahun sebelumnya serta dapat diketahui pula bahwa Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bulungan telah lebih dari 7 hari kerja setelah dana desa diterima RKUD. 
Kemudian daripada itu salah satu syarat dalam pencairan dana desa yaitu 
dilakukannya evaluasi oleh tim pemerintah daerah dalam bal ini dikoordinir oleh 
dinas pemberdayaan masyarakat desa memiliki mata rantai yang cukup panjang dan 
tidak mekanisme evaluasinya tidak dilakukan secara bersamaan oleh tim tersebut, 
namun dilaksanakan secara parsiap atau pada masing-masing tingkat organisasi 
perangkat daerah yang cukup memakan waktu yang sangat lama dalam memperoleh 
persetujuan dalam pengajuan pencairan dana desa tersebut. dari penjelasan diatas 
tentu hal ini sejalan dengan seperti apa yang dikemukakan oleh Narwic dalam Tahir 
Arifin (2015 : 96) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik di 
pengaruhi oleh Dukungan pemerintah dalam hal ini peraturan atau regulasi dalam 
mendukung penyelenggaraan kebijakan pemerintah desa dalam pemanfaatan dana 
desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat. 
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c. Pembagian kewenangan uraian tugas dan fungsi. 
Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa dan pengelolaan dana desa 
harus memiliki dasar hukum sebagai dasar dan arah dalam pelaksanaan 
pengelolaan kegiatan. Hal tersebut sama dengan pengelolaan dana desa yang 
merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang wajid 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Implementasi kebijakan pengelolaan dana 
desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan belum memiliki uraian 
tugas dan fungsi bagi aparatur desa dalam bekerja, sehingga membuat pekerjaan 
dan pertanggungjawaban tidak selesai tepat pada wak:tunya. 
C. Strategi pengelolaan dana desa 
Pelaksanaan pengelolaan dana desa memerlukan suatu strategi atau 
gagasan dalam implementasi baik dari perencanaan, laporan pertanggungjawaban 
maupun dari penyaluran dana desa tersebut adapun strategi yang harus 
dilaksanakan sebagaimana data yang telah diperoleh agar dalam implementasi 
kebijakan pengelolaan dana desa pada kecamatan tanjung selor tepak waktu, tepat 
sasaran dan akuntabel, hal ini dipertegas dengan basil wawancara sebagai berikut : 
"Perlunya kedisiplinan dari aparatur pemerintah desa dalam mengelolah dana 
desa dengan mengacuh pada ketentuan yang telah ditetapkan atau perlunya 
peningkatan kemampuan organisasi bidang sumberdaya manusia. (basil 
wawancara dengan Kasubid Pengelolaan Dana Desa Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan pada tanggal 31 Juli 2018)". 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
"Strategi pengelolaan dana desa dalam percepatan pembangunan, 
seyogyannya verifikasi dan evaluasi dilakukan satu kali saja di Kecamatan 
yang dihadiri lengkap oleh tim pemerintah daerah dalam memvefirikasi 
kelengkapan berkas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa oleh 
pemerintah desa. (hasil wawancara dengan kepala desa Tengkapak 16 
Agustus 2018). 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
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" Strategi didalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa kedepannya 
seyogyanya peraturan bupati dan surat keputusan bupati tentang pengelolaan 
dan penetapan pagu dana desa ditetapkan lebih awal oleh pemerintah daernh, 
sehingga tidak mengganggu perencanaan dan penganggaran dalam l (satu) 
tahun. kedepannya. (basil wawancara dengan kepala desa Apun.g tanggal I 0 
Agustus 2018) 
Pemyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut : 
"Strategi dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa sebaiknya 
pemerintah daerah harus konsisten dalam menetapkan regulasi yang betkaitan 
dengan pengelolaan dana desa tersebut serta tidak menambahkan persyaratan 
tersirat didalam proses pengajuan dana desa, dan pemerintah harus menyusun. 
standai- operasional prosedur sebagai pedoman tata aliran penggunaan dana 
desa.(hasil wawancai-a dengan kepala desa Bumi Rahayu tanggal 18 Agustus 
2018)". 
Dari uraian di atas dapat di peroleh penjelasan bahwa dalam lmplementasi 
Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten 
Bulun.gan dibutuhkan beberapa strategi sebagai berikut : 
1. Evaluasi dan verifikasi laporan pertanggungjawaban dana desa harus dilakukan 
dengan dikecamatan tanjung selor secara bersama-sama oleh tim dana desa daerah 
pemerintah kabupaten bulun.gan, sehingga dapat sekaligus terselesaikan pada 
waktu yang bersamaan. 
2. Penyusunan peraturan bupati tentang transfer dan surat keputusan bupati tentang 
pagu indikatif dana desa disusun bersamaan dengan peraturan daerah tentang 
penetapan anggai-an pendapatan dan belanja daerah tahun 2018. 
3. Pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa segera menyusun standai-
operasional prosedur sebagai tata aliran pedoman kerja dalam pengelolaan dana 
des a 
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A. Kesimpulan 
BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Berdasarkan basil analisis yang dilakukan terhadap data penelitian lmplementasi 
Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten 
Bulungan yang dilihat dari 4 aspek yaitu kemampuan organisasi, informasi, dukungan 
dan pembagian potensi maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. lmplementasi kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor 
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara belum efektif cli dalam 
implementasi kebijakan pengelolaan dana desa tersebut, karena masih terdapat 
beberapa aspek belum sepenuhnya efektif dalam implementasi pengelolaan dana 
desa yaitu kemampuan organisasi yang terdiri dari kemampuan teknis, dan standar 
operasional prosedur (SOP), yang menyebabkan keterlambatan dalam penyampian 
laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. 
b. Media Informasi dalam percepatan pengelolaan dana desa pada Kecamatan 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara telah akurat 
didalam penyampian media komunikasi informasi yang dilakukan melalui 
beberapa oleh pemerintah daerah dan desa. 
c. Dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan 
pengelolaan dana desa di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dinilai 
belum efektif dalam Pengelolaan Dana Desa tersebut. seperti terlambatnya 
penetapan peraturan daerah tentang pengeloaan dan pagu indikatif dana desa yang 
berdampak pada perencanaan pembangunan desa sebagaimana telah diamanatkan 
dalam pennendagri 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa. 
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B. Peraturan Perundang-Undangan dan dolmmen lainnya 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. 
Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 
Desa. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa 
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan desa 
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 1 Tahwi 2018 tentang Penetapan dan Pencairan Dana 
Desa. 
Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 185/K.-II/140 Tahun 2018 tentang Penetapan 
Besaran Dana Desa untuk desa se Kabupaten Bulungan. 
Bulungan dala.m angka tahun 2018. 
Laporan Dana Desa Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Utara. (pindahan dari atas) 
C. Sumber lain ( Tesis ,Web, Jurnal ) 
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Pedoman wawancara mendalam 
Independent interview 
Pertanyaan 
Kemamouan Om:anisasi Inform.an · 
Bagaimana Implementasi Kebijakan 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. 
Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatanan 
a Bagaimana kemampuan teknis swnberdaya 1. Kasubid pengggunaan dana desa 
aparatur desa dalam perencanaan pengelolaan DPMD Kab.Bulungan 
danadesa 
2. Kasi PMD Kecamatan Tanjung 
Selor 
3. Kepala Desa Jelarai Selor, Apung 
dan Gunung Seriang dan Kades 
Apung, serta tengkapak. 
4. Toko Masyarakat 
b Bagaimana ketepatan penyaluran dana desa 1. Kasubid Penggunaan Dana Desa 
c 
d 
tahun anggaran 2018. DMPM Kab.Bulungan 
2. Kepala Desa Jelarai Selor, 
Apung dan Gunung Seriang dan 
Kades Apung, serta tengkapak 
Bagaimana kemampuan teknis aparatur 1. Kasubid Penggunaan dana desa 
pemerintah desa dalam 
penganggaran dana desa. 
penyusunan DMPM Kab.Bulangan 
Bagaimana ketepatan aparatur desa dalam 
menyelesaikan laporan pertanggungjabawab 
pengelolaan dana desa. 
2. Pendamping dana desa 
3. Kepala desa Gunung sari, Bumi 
rahayu dan gunung seriang 
1. Kasubid pengggunaan dana desa 
DPMD Kab.Bulungan 
2. Kasi PMD Kecamatan Tanjung 
Selor 
3. Kepala Desa Jelarai selor, kepala 
desa Tengkapak, Kepala Desa 
Gunung Seriang, Kepala Desa 
Apung, Kepala Desa Bumi 
Rahayu dan Kepala Desa Gunug 
Sari . 
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e Bagaimana bentuk koordinasi aparatur 1. Kasubid pengggunaan dana desa 
f 
G 
pemerintah desa dengan instansi terkait dalam 
percepatan pelaksanaan pengelolaan dana desa DPMD Kab.Bulungan 
2. Kepala Desa Jelarai selor, kepala 
desa Tengkapak, Kepala Desa 
Gunung Seriang, Kepala Desa 
Apung, Kepala Desa Bumi 
Rahayu dan Kepala Desa Gunug 
Sari. 
Apakah pemerintah desa telah memiliki Standar 1. Kasi PMD Kecamatan Tanjung 
Operasional Prosedur dalam pengelolaan dana Selor desa 
Bagaimana partisipasi politik dan 
masyarakat dalam penglelolaan dana desa 
2. Kepala Desa Jelarai selor, kepala 
desa Tengkapak, Kepala Desa 
Gunung Seriang, Kepala Desa 
Apung, Kepala Desa Bumi 
Rahayu dan Kepala Desa Gunug 
Sari. 
toko 1. Toko masyarakat 
2. Anggota DPRD 
2 Informasi 
a Bagaimana bentuk media komunikasi infonnasi 
pengelolaan dana desa dari pemerintah daerah 
kepada pemerintah desa. 
1. Kepala Desa Jelarai selor, kepala 
desa Tengkapak, Kepala Desa 
Gunung Seriang, Kepala Desa 
Apung, Kepala Desa Bumi 
Rahayu dan Kepala Desa Gunug 
Sari. 
2. Kasubid pengggunaan dana desa 
DPMD Kab.Bulungan 
3. Pendamping dana desa 
b Bagaimana bentuk media komunikasi informasi 1. Kepala Desa Jelarai selor, kepala 
pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa desa Tengkapak, Kepala Desa 
kepada masyarakat. 
Gunung Seriang, Kepala Desa 
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Bagaimana bentuk dukungan pemerintah Daerah 
dan kecamatan dalam pelaksanaan pengelolaan 
DanaDesa. 
Apung, Kepala Desa Bumi 
Rahayu dan Kepala Desa Gunug 
Sari. 
2. Kasubid pengggunaan dana desa 
DPMD Kab.Bulungan 
1. Kasubid pengggunaan dana desa 
DPMD Kab.Bulungan 
2. Kepala Desa Jelarai selor, kepala 
desa Tengkapak, Kepala Desa 
Gunung Seriang, Kepala Desa 
Apung, Kepala Desa Gunug Sari. 
3. Kasi PMD Kecamatan Tanjllllg 
Selor 
b Bagaimana bentuk dukungan pemerintah desa 1. Kepala Desa Jelarai selor, kepala 
dalam mendukung pengelolaan dana desa. desa Tengkapak, Kepala Desa 
4 Pembagian potensi 
Gunung Seriang, Kepala Desa 
Apung, Kepala Desa Bumi 
Rahayu dan Kepala Desa Gunug 
Sari. 
a Bagaimana bentuk pembagian wewenang dari 1. Kepala Desa Jelarai selor, kepala 
kades kepada aparatur desa dalam pengelolaan desa Tengkapak, Kepala Desa 
danadesa. 
Gunung Seriang, Kepala Desa 
Apung, Kepala Desa Bumi 
Rahayu dan Kepala Desa Gunug 
Sari. 
2. Kasi PMD Kecamatan Tanjung 
Selor 
b Apakah kelemahan dalam pengelolaan dana desa 1. Kepala Desa Jelarai selor, kepala 
desa Tengkapak, Kepala Desa 
Gunung Seriang, Kepala Desa 
Apung, Kepala Desa Bumi 
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Rahayu dan Kepala Desa Gmmg 
Sari. 
C Bagaimana peluang penggunaan dana desa 1. Kepala Desa Jelarai selor, kepala 
dalam pembangunan desa desa Tengkapak, Kepala Desa 
D Apa kelemahan dari penggunaan dana desa 
II faktor - faktor apa saja penghambat dalam 
pengelolaan dana desa pada Kecamatan Tanjung 
Selor Kabupaten Bulungan 
Gunung Seriang, Kepala Desa 
Apung, Kepala Desa Bwni 
Rahayu dan Kepala Desa Gunug 
Sari. 
1. Kepala Desa Gunung Seriang, 
Kepala Desa Apung, Kepala 
Desa Bumi Rahayu 
2. Kepala Desa Jelarai selor, kepala 
desa Tengkapak, Kepala Desa 
Gunung Seriang, Kepala Desa 
Apung, Kepala Desa Bumi 
Rabayu dan Kepala Desa Gunug 
Sari. 
3. Kasi PMD Kecamatan Tanjung 
Selor. 
4. Kasubid pengggunaan dana desa 
DPMD Kab.Bulungan 
5. Pendamping Dana Desa 
III Bagaimana strategi dalam percepatan 1. Kasi PMD Kecamatan Tanjung 
Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Selor. 
2. Kasubid pengggunaan dana desa 
DPMD Kab.Bulungan 
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Lampiran 
JUD UL 
TRANSKRIP HASIL WAW ANCARA 
: lmplementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatanan 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara 
INFORMAN : Kasubbid Penggunaan Dana Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Kabupaten Bulungan 
1. lmplementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor 
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. 
A. Kemampuan Organisasi 
1). Kemampuan Teknis 
Pertanyaan : 
a). Bagaimana kemampuan teknis sumberdaya aparatur desa dalam perencanaan 
pengelolaan dana desa. 
Jawaban : 
"Perencanaan Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, dimulai dari perencanaan pengelolaan dana 
desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang menghasilkan 
kegiatan prioritas yang akan dituangkan daJam rencana kerja pemerintah desa 
(RKPDes) sesuai dengan sistematika penyusunan anggaran pendapatan dan 
belanja desa untuk tahun. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa akan di 
undang untuk menyampaikan renja kepada desa terhadap rencana kerja Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun depannya". (hasil wawancara dengan 
kepala Subbidang Pengelolaan Dana Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa Kabupaten Bulungan pada tanggal 31Juli2018)". 
Pertanyaan : 
b ). Bagaimana ketepatan dalam penyaluran dana desa 
Jawab : 
"Penyaluran dana desa pada desa di Kecamatan Tanjung Selor dibagi menjadi 3 
tahap untuk tahun anggaran 2018 yaitu, tahap 1 (satu) dilakukan pada bulan 
januari dan paling lambat minggu tiga bulan juni, tahap ke 2 dilaksanakan pada 
bulan juni dan tahap ke 3 dilaksanakan pada bulan juli. Penyaluran dana desa 
tersebut dilihat dengan tabel 4.4 sebagai berikut : 
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Tabet 4.5 
Pencairan tahap 1DanaDesaTahun 2018 
Pencairan tahao 1 
No Desa Pagu Target realisasi % Tg] pencairan 
I Jelarai Selor 821,282,000 164,256,400 164,256,400 100 5/22/2018 
2 Gunun2 Seri8Jl2 892,273,000 178,454,600 178,454,600 100 614/2018 
3 TeoQ:kanak 1,139,513,000 227,902,600 227,902,600 100 61412018 
4 Aoon2 883,909,000 176,781 ,800 176, 781,800 100 614/2018 
5 BumiRahavu 890,623,000 178,124,600 178, 124,600 100 5/18/2018 
6 Gtmun2 Sari 1,286,012,000 257,202,400 257,202,400 100 512412018 
Sumber : DPMD Provinsi kaltara 2018. 
Dari tabel tersebut dapat diperloleh infonnasi bahwa peoyaluran dana desa 
pada desa di Kecamatan Taojung Selor berfariasi dalam pencairan tahap 1, 
yaitu desa Jelarai Selor, Gunung Sari, dao Bwni Rahayu melakukan pencairao 
pada bulao mei tahun 2018 sedangkan desa Tengkapak, desa Apung dan desa 
Gunung Sariang melakukan pencaiaran dana desa tahap I pada bulao juni 
tahun 2018. Keterlambatan tersebut disebabkao karena terdapat kesulitan 
dalam penyusunan laporao konsolidasi dana desa, karena laporan ini saogat 
mengandalkan kepatuhan pemerintah desa. Selaojutnya keterlambatan tersebut 
juga dikarenakan terlambatnya penyusunan APBDes untuk ditetapkao, dan 
perubahao regulasi yang selibergaoti, serta laporan penggunaan dana desa 
pada tahun sebelumnya belum dilaksanakan. (basil wawancara dengan 
Kasubid Penggunaao dana desa DPMD Kab.Bulungan tanggal 31 Juli 2018). 
Pertanyaan : 
c). Bagaimaoa kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pengaoggaran daoa 
desa. 
Jawabao : 
" Penganggaran penggwiaan dana desa yang bersumber dari anggarao 
pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tahun anggarao 2018 telah 
tersusun dengan mengacub pada Peraturan Menteri Desa, Pembaogunan 
Daerah Tertinggal dan Traosmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang 
Penetapan Priorit.as Penggunaao Dana Desa Tahun 2018 serta Peraturao 
Bupati Bulungan Nomor I Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagiao dan 
Penetapan Rincian Dana Desa. Penyusunan anggaran pendapatan clan 
belanja desa telah menetapkan beberapa skala prioritas sebagaimana 
petunjuk teknis pembangunan desa dao Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
Kemampuan Aparatur desa dalam menyusun anggaran penggunaao dana 
desa untuk kegiatannya tahun 2018 telah tersusun sesuai deogan sistematika 
at.au prosedur dengao ditepapkaonya skat prioritas. Hal tersebut dapat dilihat 
pada tabel sebagai berikut : 
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Tabet 4.4 
Pengalokasian Dana Desa Tahun 2018 
No Desa Program/Kegiatan 
1. Bidang Penyelengaraan Pemerintahan. 
1 Jelarai Selor 2. Bidang Pembangunan Desa 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
4. Bidang Pembinaan Kemasvarakatan 
1. Bidang Pembangunan Desa 
2 Gunung Seriang 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
3. Bidang Pembinaan Kemasvarakatan 
1. Bidang Pembangunan Desa 
3 Tengkapak 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
3. Bidang Pembinaan Kemasvarakatan 
4 Apung 1. Bidang Pembangunan Desa 2. Bidang Pemberdavaan Masvarakat 
1. Bidang Pembangunan Desa 
5 BumiRahayu 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
3. Bidang Pembinaan Kemasvarakatan 
6 Gunung Sari 1. Bidang Pembangunan Desa 2. Bidang Pemberdavaan Masvarakat 
Sumber : Laporan Pendamping Desa 2018. 
Penyusunan skala prioritas dalam penggunaan dana desa pada masing-msing 
desa berbeda-beda jumlah program, hal ini dikarena tingkat kebutuhan 
masing-masing pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan 
prioritas yang ditetapkan dalam hasil musyawarah pembangunan desa (basil 
wawancara dengan Kasubid Penggunaan dana desa DPMD Kab.Bulungan 
tanggal 31Juli 2018). 
Pertanyaan : 
d). Bagaimana ketepatan aparatur desa dalam menyelesaikan laporan 
pertanggungjabawab pengelolaan dana desa. 
Jawaban : 
" Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa Kecamatan Tanjung 
Selor Kabupaten Bulungan yang terdiri dari 6 (enam) desa tersusun sesuai 
dengan sistematika dengan baik, namun tidak di iringi dengan ketepatan waktu 
sebagaimana mestinya yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Hal ini 
dapat dilihat pada tabel 4 .4 sebagai berikut : 
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Rekanitulasi laooran nertanao11n< iawaban Dana Desa tahun 2018. 
No Desa Tanggal Penyerahan 
Dokumen 
1 Jelarai Selor 30/1/2018 
2 Gunung Seriang 8/1/2018 
3 Tenl?kaoak 28/4/2018 
4 Apung 15/3/2018 
5 Bumi Rahavu 14/1/2018 
6 Gunung Sari 31/3/2018 
Sumber : Data primer yang dikelolah 2018 
Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh infomasi bahwa penyelesaian 
laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa pada tahun 2017, sebagai 
syarat dalam pengajuan dana desa tahap 1 (satu) 2018 t.erselesaikan secara 
berfariasi dari masing-masing desa di Kecamatan Tanjung Selor. Desa Jelarai 
Selor, Desa Ounung Seriang, dan Desa Bumi Rahayu menyelesaikan laporan 
pertanggungjawaban penggunaan dana desa pada bulan Januari 2018, 
dengankan Desa Apung dan Desa Gunung Sari dapat menyelesaikan laporan 
pertanggungjawaban penggunaan dana desa pada bulan Maret tahun 2018 
sedangkan yang paling terakbir dalam penyelesian laporan 
pertanggungjawaban penggunaan dana desa adalah Desa Tengkapak. Kondisi 
tersebut sangat tidaklah relevan dengan ketentuan yang berlaku dalam 
pengelolaan dana desa yang telah diatur oleh pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. Kemundian faktor lain yang dianggap mempengaruhi 
dalam penyusunan laporan pertanggungjawban keuangan desa adalah latar 
belakang pendidikan Aparatur Pemerintah Desa pada Kecamatan Tanjung 
Selor Kabupat.en Bulungan bervariatif dalam menunjang penyelenggaraan 
pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : 
Tabet 4.7 
Daftar Pendidikan Personil Aparatur Pemerintah Desa 
Pendidikan 
No Desa SMP SMA D3 SI 
1 Jelarai Selor 3 2 1 
2 Gunung Seriang 4 1 
3 Tengkapak 1 2 1 1 
4 Apung 5 1 1 
5 Bumi Rahavu 5 
6 Gunung Sari 3 2 1 
Jumlah 1 22 6 5 
Sumber : Kecamatan Tanjung Selor dalam angka 2017. 
Berdasarkan data tersebut dapat memberikan informasi bahwa tingkat 
pendidikan pada masing-masing pemerintah desa masih relatif rendah 
sehingga memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat pengelolaan dana 
desa yang cukup besar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 
negara sebesar 10% mengalami bambatan baik dari segi perencanaan 
' 
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pembangunan maupun dari segi aspek pelaporan dan pertanggungjawaban 
keuangan dana desa yang berdampak terhadap pencairan anggaran dana desa 
tahap 1 pada masing-masing desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten 
Bulungan saat ini. Kondisi ini ditambah dengan tingkat keterampilan yang 
dimiliki oleh aparatur masih relatif terbatas dengan tingkat pelatihan dan 
pendidikan yang diikuti terbatas serta penga]aman dalam pengelolaan dana 
desa yang bersumber dari anggaran pemerintah yang masih sangat terbatas 
bagi aparatur desa yang ada(hasil wawancara dengan kepala Subbid 
Pengelolaan Dana Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten 
Bulungan pada tanggal 31 Juli 2018)". 
Pertanyaan : 
e ). Bagaimana bentuk koordinasi pemerintah desa dengan instansi terkait dalam 
percepatan pelaksanaan pengelolaan dana desa. 
Jawaban : 
" Percepatan pengelolaan dana desa dalam implementasinya pada Kecamatan 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan telah berjalan atau menggunakan media 
komunikasi melalui koordinasi, baik langsung maupun tidak langsung dalam 
pelaksanaan pengelolaan dana desa. Bentuk koordinasi langsung pemerintah 
daerah dalam mendukung kemudahan penggunaan dana desa di kecamatan 
tanjung selor adalah membuka ruang koordinasi bagi pemerintah desa yang 
datang ke kantor secara langsung, sedangkan bentuk koordinasi tidak langsung 
dalam pengelolaan dana desa melalui online yaitu WhatUp (WA) group 
keuangan desa se kabupaten bulungan. Melalui WhatUp tersebut semua 
bentuk dukungan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dapat 
dikomunikasikan melalui sarana tersebut (basil wawancara dengan kasubid 
DPMD penggunaan dana desa tangal 31 Juli 2018)". 
B. Dukungan 
Pertanyaan : 
a). Bagaimana bentuk dukungan Pemerintah Daerah dan Kecamatan Tanjung Selor 
Kabupaen Bulungan dalam petaksanaan pengelolaan Dana Desa. 
Jawaban : 
" Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan serta partisipasi politik 
dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa tahun 2018 adalah beberapa 
Peratauran Daerah dan Peraturan Bupati serta Surat Keputusan Bupati 
terhadap Pelaksanan dan Penetapan Pagu Dana Desa, Transfer Dana Desa 
serta Penggunaan Dana Desa. Dukungan kebijakan tersebut dapat dilihat pada 
tabel 4.6 sebagai berikut: 
l ~~~===-=-=======.....-.====~==-=w=c=_,,..,,;.,.,,,..,"""""~========"'="'="""'"""""====~===-ci~~~~~ 
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Rekaoitulasi neraturan oenizelolaan dana desa tahun 2018 
Peraturan 
Peraturan Bupati Nomor 3 
Tahun2017 





Tata Cara Pembagian 








Surat Keputusan Bupati Penetapan Besaran 12 Febuari 
3 Bulungan Nomor 185/K- Dana Desa Se- 2018 
11/140 Tahun 2018 Kabuoaten Bulungan 
Sumber: data primer yang diolah 2018. 
Penetapan peraturan bupati dan surat keputusan bupati terkait pelaksanaan dan 
pembagian besaran pagu dana desa untuk tahun 2018 sebagaimana 
digambarkan diatas merupakan salah bentuk dukungan kebijakan pemerintah 
dalam bentuk regulasi untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan dana desa 
agar dapat dilaksanakan dengan jelas, akuntabel dan efektif serta efisien. 
Adapun mekanisme pengelolaan dana desa tersebut adalah sebagai berikut : 






Evaluasi dan sanksi 
Bagan : SOP pengelolaan dana desa. 





Mekanisme standar opersional dalam pengelolaan dana desa ini untuk 
mendukung pelaksanaan pengelolaan dana desa di kecamatan tanjung selor 
(basil wawancara dengan Kasubid Pengelolaan Dana Desa Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan pada tanggal 31 Juli 
2018.) 
., .. _ ····- ' • 
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: 
l 
3. Faktor - faktor penghambat implementasi pengelolaan dana desa 
A. Kemampuan Sumberdaya manusia 
Pertanyaan : 
Faktor-faktor apa saja penghambat Implementasi Kebijakan Dana Desa pada 
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. 
Jawaban: 
" kurangnya kemampuan sumberdaya aparatur pemerintah desa dalam memahami 
dan menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa serta kurang budaya 
disiplin yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan serta belum tersusunnya 
standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan dana desa pada tingkat 
desa (hasil wawancara dengan Kasubid Pengelolaan Dana Desa Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan pada tanggal 31 Juli 
2018.)". 
4. Strategi dalam percepatan pengelolaan dana desa 
Pertanyaan : 
Bagaimana strategi dalam percepatan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. 
Jawaban: 
" perlunya kedisiplinan dari aparatur pemerintah desa dalam mengelolah dana 
desa dengan mengacuh pada ketentuan yang telah ditetapkan atau perlunya 
peningkatan kemampuan organisasi bidang sumberdaya manusia. (basil 
wawancara dengan Kasubid Pengelolaan Dana Desa Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan pada tanggal 31 Juli 2018. 
.. ;. ... , ....... ............. ,, " --· ··· .. .,.. ..•. ,,... , .. ~-
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Lampiran 
JUD UL 
TRANSKRIP HASIL WAW ANCARA 
: lmplementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatanan 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara 
INFORMAN : Kasi PMD Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan 
1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor 
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. 
A Kemampuan Organisasi 
1). Kemampuan Telalis 
Pertanyaan : 
Bagaimana kemampuan teknis sumberdaya aparatur desa dalam perencanaan 
pengelolaan dana desa. 
Jawaban : 
"Kemampuan teknis sumberdaya aparatur pemerintah desa dalam perumusan 
perencanaan ditandai dengan terlaksananya Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa sesuai dengan prosedur dan sistimtai.ka setelah 
memperoleh surat edaran dari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan 
terhadap pelaksanaan musrenbangdes. pelaksanaan musyawarah perencanaan 
pembangunan desa tersebut dihadir oleh toko masyarakat, toko agama, toko 
pemuda dan keterwakilan dari kelompok masyarakat miskin, dalam rangka 
penyampaian infonnasi atau masukan terhadap penetapan skala prioritas yang 
akan dituangkan dalam rencana kerja anggaran pemerintah desa.sebagaimana 
jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa pada 
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tahun 2018 adalah sebagai 
berikut ( hasil wawancara dengan kasi PMD Kecamatan Tanjung Selor 
Kabupaten Bulungan pada tanggal 3 Agustus 2018): 
Tabet 4 .3 
Jadwal Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kecamatan 
T . S l Tab 2018 an un~ e or un 
No Desa oelaksanaan Idealnva Keterangan 
1 Desa Jelarai 29/ 1/2018 Terlaksana 
2 DesaGunung Pennendagri Terlaksana Seriang 25/ 1/2018 Nomor.114 Tahun 
3 Desa Bumi Rahayu 2014 tentang Terlaksana 30/ 1/2018 Perencanaan 
4 Desa Gunung Sari Pembangunan Desa Terlaksana 15/1/2018 
1 Juni s/d 30 Juli Terlaksana 5 DesaApung 27/1/2018 Tahun 2017. 
6 Desa Tengapak Terlaksana 22/1/2018 
Sumber : Data Primer yang diolah 2018 
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Pertanyaan : 
b ). Bagaimana ketepatan aparatur desa dalam menyelesaikan laporan 
pertanggungjabawab pengelolaan dana desa. 
Jawaban : 
"Keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pada pemerintah 
desa sendiri seperti tingkat kemampuan aparatur pemerintah desa dan 
ketermapilan atau skill dalam mengelolah penggunaan dana desa serta 
dulrungan kebijakan pemerintah daerah yang tidak maksimal, sehingga hal 
tersebut berdampak multidimensi terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa 
mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan. 
(hasil wawancara dengan kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa 
kecamatan tanjung selor pada tanggal 2 Agustus 2018)". 
Pertanyaan : 
c). Apakah pemerintah desa telah memiliki Standar Operasional Prosedur dalam 
pengelolaan dana desa. 
Jawaban : 
"Mekanisme pengelolaan dana desa pada tingkat desa telah mengacuh pada 
Peraturan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 1 tahun 2018 tentang Pencairan 
dan Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 
tahun 2017 tenang Dana Transfer dan Penggunaan Dana Desa sesuai dengan 
prosedur dan sistematika. Pemerintah desa yang ada diwilayah kerja Kecamtan 
Tanjung Selor saat ini semuanya belum menyusun standar operasional 
prosedur sebagai kerangka acuan dalam pengelolaan dana desa, sehingga 
menyebabkan selalu terjadinya keterlambatan daJam laporan 
pertanggungjawaban penggunaan dana desa setiap tahunnya, standar 
operasional tersebut merupakan parometer dalam menyelesaikan suatu 
pekerjaan atau pedoman tata aliran pekerjaan .(hasil wawancara dengan kasi 
PMD Kecamatan Tanjung Selor Kab.Bulungan tanggal 2 Agustus 2018)". 
B. Infonnasi 
Pertanyaan : 
Bagaimana bentuk informasi pengelolaan dana desa kepada masyarakat. 
Jawaban : 
"Pengelolaan dana desa menganut asas transparansi dan akuntabel dalam 
pengelolaan serta pelaksanaan kegiatan. Informasi pengelolaan dana desa 
disampaikan kepada masyarakat untuk di ketahui bersama dan supaya asas 
transparansi dapat diketahui dilakukan dengan memasang papan baleho 
tentang penerimaan dana desa serta penggunaan dana desa dalam tahun 
berjalan serta didalam baleho tersebut dirinci objek kegiatan yang akan 
dilaksanakan berdasarkan program kegiatan yang telah disepakti dalam 
musyawarah perencanaan pembangunan desa (basil wawancara dengan Kasi 
P1'.ID Kecamatan Tanjung Selor tanggal 2 Agustus 2018)". 
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C. Dukungan 
Pertanyaan : 
Bagaimana bentuk dukungan pemerintah Daerah clan kecamatan dalam 
pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. 
Jawaban : 
"Pembinaan clan dukungan oleh pemerintah daerah dilaksanakan secara 
terstruktur yang dijadwalkan setiap bulan dalam agenda pembinaan, 
monitoring, evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kecamatan 
Tanjung Selor. Dukungan lainnya yaitu melalui WhatsApp group keuangan 
desa untuk mempennuda komunikasi antara aparat desa dengan pemerintah 
kecamatan serta tim asistensi dana desa, dalam keterlaksanaan pada 
program/kegiatan pada anggaran dana desa serta tersusunnya laporan 
pertanggungjawaban dan mekanisme pengadaan barang dan jasa pada 
pemerintah desa yang masih bersifat baru.(hasil wawancara dengan Kasi PMD 
Kecamatan Tanjung Selor tanggal 3 Agustus 2018)". 
2. Faktor - faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa 
Pertanyaan : 
a). faktor - faktor apa saja penghambat dalam pengelolaan dana desa pada 
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. 
Jawaban : 
"Kemampuan aparatur pemerintah desa pada kecamatan tanjung selor dalam 
pengelolaan dana desa masih relatif rendah, hal tersebut dapat dilibat dari 
sering munculnya kendala dalam perencanaa, pelaporan dan 
pertanggungjawaban keuangan dana desa. 
Tabet 4.9 
Daftar Pendidikan Personil Avaratur Pemerintah Desa 
Pendidikan 
No Desa SMP SMA D3 SI 
1 Jelarai Selor 3 2 1 
2 Gunung Seriang 4 1 
3 Tenl?kapak 1 2 1 l 
4 Al>ung 5 1 1 
5 BumiRahavu 5 
6 Gunung Sari 3 2 1 
Jumlah 1 22 6 5 
Sumber : Kecamatan Tanjung Selor dalam angka 2017. 
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Tabel4.10 
Rekapitulasi laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2018. 
No Des a Tamrnal Penverahan Dokumen 
1 J elarai Selor 30/1/2018 
2 Gunung Seriang 8/1/2018 
3 Tengkapak 28/4/2018 
4 Apung 15/3/2018 
5 BumiRahavu 14/1/2018 
6 Gunung Sari 31/3/2018 
Sumber : Data primer yang dikelolah 2018 
Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat pendidikan rata-rata aparatur 
pemerintah desa masih pada sekolah menengah umum sebanyak 22 orang , D3 
sebanyak 6 orang dan S 1 sebanyak 5 orang. Kondisi tersebut akan 
mempengaruhl proses pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam kegiatan baik 
fisik maupun administratif sebagai mana dari daftar penyelesaian dokumen 
laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tahun 2017 sebagai dasar 
dalam pencairan dana desa tahun 2018. Selanjutnya terlambatnya laporan 
pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pelaksanaan penggunaan dana 
desa dari ketentuan yang telah ditetapkan sehingga berdampak pada tahap 
pencairan dana desa selanjutnya (basil wawancara dengan dengan Kasi PMD 
Kecamatan Tanjung Selor tanggal 2 Agustus 2018). 
3. Strategi apa yang digunakan dalam pengelolaan dana desa. 
Pertanyaan : 
a). Bagaimana Strategi dalam Percepatan pengelolaan dana desa. 
Jawaban : 
" strategi dalam percepatan pengelolaan dana desa adalah evaluasi dan 
verifikasi laporan pertanggungjawaban dana desa pada pemerintah desa barns 
dilakukan di tingkat kecamatan secara lengkap oleh tim dari pemerintah 
daerah, sehingga penyelesaiannya dapat berjalan sekaligus dalam evaluasi 
dana desa. (hasil wawancara dengan dengan Kasi PMD Kecamatan Tanjung 
Selor tanggal 2 Agustus 2018). 
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: lmplementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatanan 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara 
INFORMAN : Pendamping Desa Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan 
4. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor 
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. 
A. Kemampuan Organisasi 
I). Kemampuan Teknis 
Pertanyaan : 
a) Bagaimana ketepatan aparatur desa dalam menyelesaikan laporan 
pertanggungjabawab pengelolaan dana desa. 
Jawaban : 
"Kemampuan Aparatur pemerintah desa dalam perumusan kebijakan 
pengelolaan dana desa sudah efektif namum perlu ditingkatkan kembali 
kemampuan yang dimiliki oleh aparatur desa dalam perencanaan dan 
penganggaran serta pertanggungjawaban dana desa tersebut. hat ini didasar 
oleh adanya inkosistensi aparatur pemerintah desa dalam merumuskan 
program desa yang tidak merujuk ke rencana program jangka menengah desa 
(RP JMDes) contoh: kebutuhan yang bersifat insidentil yang dibutuhkan oleh 
masyarakat desa waktu itu. Disamping itu juga dengan keterbatasan 
su.mberdaya manusia pemerintah desa pertanggungjawaban dana desa selalu 
menjadi kendala dalam proses pencairan keuangan dalam setiap tahap. Oleh 
karena itu sebaiknya kesempatan diklat/pelatihan bagi aparatur desa diberi 
kebebasan bagi desa dalam mencari diklat yang sesuai dengan kebutuhan atau 
pennasalahan yang dialami oleh pemerintah desa tersebut, karena apabila 
prestasi kerja baik atau tidak baik merupakan tolak ukur bagi suatu pemerintah 
desa (basil wawancara dengan Pendamping desa kecamatan tanjung selor 
tanggal 3 Agustus 2018). 
B. Dukungan 
Pertanyaan : 
a) Bagaimana bentuk dukungan pemerintah Daerah dan kecamatan dalam 
pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. 
Jawaban : 
"Salah satu bentuk dukungan Pemerintah Kecamatan Tanjung Selor terhadap 
pengelolaan dana desa adalah dengan memberikan sosialisasi peraturan daerah 
tentang pengelolaan dana desa kepada desa diwilayah Kecamatan Tanjung 
Selor serta dengan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 
desa yang memiliki mekanisme tersendiri dalam prioritas penggunaannya. 
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Kebijakan tersebut adalah untuk mendukung kelancaran pengelolaan 
keuangan dana desa yang bersumber tersebut yang memiliki mekanisme 
dalam pertanggungjawabannya, sehingga arah pemanfaatan dana desa sesuai 
skala prioritas pemerintah pusat dalam menunjang percepatan pembangunan, 
pengentasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian desa dapat 
terealisasikan (basil wawancara dengan Pendamping Desa Selor tanggaJ 4 
Agustus 2018). 
b ) . faktor-faktor apa saja pengambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan 
danadesa. 
Pertanyaan : apakah kendala dalam penyusunan laporan pengelolaan dana 
desa. 
Jawaban : 
" Kemampuan teknis aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan dan 
pengelolaan dana desa khususnya dalam penyusunan laporan 
pertanggungjawaban masih sangat lemah, karena hal tersebut dipengaruhi 
juga dengan tingkat kepedulian dan kedisiplinan pemerintah dalam 
menyelesaiakan dokumen laporan penggunaan anggaran dana desa yang 
telah dilaksanakan pada program/kegiatan yang ada, disamping itu juga 
banyak kendala ektemal dalam pertanggungjawaban dana desa seperti 
lambatnya unsur pemerintah lainnya dalam memberikan 
pertanggungjawaban dari penggunaan dana desa, dan dari pihak 
ketiga/investor dalam pengerjaan fisik yang cukup mengalami kesulitan 
dan keterlambatan dalam penyelesian adminstrasi kegaitan. Aparatur 
pemerintah desa juga belum begitu memahami dalam proses 
pembayakaran pajak dan mekanisme pengadaan barang dan jasa 
sebagaimana yang telah diataur didalam peraturan bupati (hasil wawancara 
dengan pendamping desa pada tanggal 3 agustus 2018)". 
Pertanyaan : apa regulasi menjadi hambatan dalam pengelolaan dana desa. 
" Peraturan Bupati tentang pengelolaan dan desa dan peraturan bupati 
tentang penetapan besaran anggaran dana desa tahun berjalan diterima 
oleh pemerintah desa pada bulan febuari tahun 2018, namun hal tersebut 
tidak bisa langsung untuk dieksekusi dengan pencairan dana desa dalam 
tahun tersebut dikarena barns disusun kembali RKPDes yang akan menjadi 
rujukan bagi pemerintah desa dalam musrenbangdes untuk menjadi arah 
kebijakan dalam tahun berjalan setelah itu baru disusun anggaran 
pendapatan dan belanja desa untuk kegiatan dalam satu tahun yang akan 
ditetapkan dengan peraturan kepala desa (PERDES). Melihat 
keterlambatan tersebut akan berdampak pada proses penyelenggaraan 
pemerintah desa yang seyogyanya dilaksanakan pada bulan januari namun 
bisa terjadi sampai bulan mei atau juni tahun berjalan karena disebabkan 
proses perencanaan pembangunan desa harus tetap dilaksanakan, 
kemudian daripada itu syarat dalam pengajuan untuk pencairan tahap satu 
untuk Dana Desa harus melampirkan laporan pertanggungjawaban 
pencairan tahan ke III tahun sebelumnya. Hal ini yang membuat banyak 
pemerintah desa yang mengalami keterlambatan dalam pencairan untuk 
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tahap satu dikarenakan harus kolektif dalam pengajuan pencairan dana 
desa maupun Alokaso Dana Desa pada tahun berjalan". ( hasil wawancara 
dengan pendamping desa pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten 
Bulungan pada tanggal 3 Agustus 2018). 
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Lampiran 
JUD UL 
TRANSKRIP HASIL WAW ANCARA 
lmplement.asi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatanan 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara 
INFORMAN : Kepala Desa Jelarai Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan 
1. lmplementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor 
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. 
A. Kemampuan Organisasi 
1 ). Kemampuan Teknis 
Pertanyaan : 
a). Bagaimana kemampuan teknis sumberdaya aparatur desa dalam perencanaan 
pengelolaan dana desa. 
Jawaban : 
"Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembanguan Desa Pemerintah Desa 
Jelarai Selor dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2018 yang dihadiri oleh 
pemerintah Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, toko 
masyarakat, toko pemuda, toko agama dan stakeholder yang ada diwilayab 
desa jelarai selor telab memenuhi syarat sesuai sistematika atau prosedur 
pelaksanaan. pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan 
desa memperoleh beberapa usulan priorit.as yang menjadi masukan dari 
berbagi lapisan masyarakat/kelompok yang diundang dalam memberik.an 
interpensi terhadap penggunaan dana desa yang dituangkan dalam notulensi 
sebagai dasar perumusan rencana kerja anggaran pemerintah desa didalam 
tahun yang akan datang. Namun musyawarah perencanaan pembangunan desa 
tersebut tidak efektif dalam menghas~an suatu usulan yang dapat 
memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembanguan desa, karena 
waktu dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembanguan desa yang 
dilaksanakan dalam tahun pelaksanaan anggaran telah berjalan (basil 
wawancara dengan Kepala Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor 
Kabupaten Bulungan tanggal 4 Agustus 2018)". 
Pertanyaan : 
b) Bagaimana ketepatan aparatur desa dalam menyelesaikan laporan 
pertanggungjabawab pengelolaan dana desa. 
Jawaban: 
" peningkatan kapasit.as aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan 
kompetensi untuk perencanaan dan penganggaran pengelolaan dana desa yang 
bersifat khusus belum ada yang definitif atau yang memiliki sertifikat dari 
lembaga yang terakreditasi oleh pemerintah dalam perencanaan pembangunan 
desa yang berkelanjutan. Kompetensi Apaturatur Desa dalam pengembangan 
perencanaan pembangunan sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan 
yang inline dengan pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
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oleh pemerintah dalam rencana kerja pemerintah, disamping itu juga pelatihan 
dan pembinaan dari pemerintah kabupaten dan kecamatan masih sangat 
kurang hal tersebut dikarenakan juga dengan anggaran yang dimiliki oleh 
pemerintah khususnya bidang yang menanggani desa dalam pembinaan baik 
keuangan desa dan aparatur desa. Lebih lanjut kepala desa jelarai juga 
menyampaikan kendala aparatur desa dalam meningkatkan kompetensi 
aparatur desa selama ini dikarenakan jadwal diklat atau materi yang ditetapka 
oleh pemerintah kabupaten tidak sesuai denga kebutuhan yang diperlukan oleh 
pemerintah desa dalatn menunjang kinerja di Pemerintah Desa (hasil 
wawancara dengan Kepala Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor 
Kabupaten Bulungan tanggal 4 Agustus 2018). 
Pertanyaan : 
c). Apakah pemerintah desa telah memiliki Standar Operasioual Prosedur dalam 
pengelolaan dana desa. 
Jawaban : 
" Pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam tahuu anggaran 2017 sampai 
dengan 2018 pemerintah desa hanya menggunakan peraturan Bupati dan 
Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar dalam menyusuu anggaran 
program/kegiatan serta membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan 
dana desa. Penyusunan standar operasional prosedur untuk mendukwlg 
pengelolaan dana desa pada pemerintah desa sampai saat ini belum tersusun 
yang seharusnya menjadi sebagai parameter pemerintah desa dalam 
menyelesaikan step by step pekerjaan yang ada. (hasil wawancara dengan 
kepala desa Jelarai tanggal 4 Agustus 2018)' . 
2. Informasi 
Pertanyaan 
a). Bagaimana bentuk Media komunikasi informasi pemerintah desa dalam 
pengelolaan dana desa kepada masyarakat 
Jawaban : 
"Media komunikasi informasi pengelolaan dana desa yang yang bersumber dari 
APBN serta tatacara penggunaan anggaran tersebut disampaikan kepada 
masyarakat melalui media komunikasi masa atau spanduk dan sosialisasi 
dalam rapat kerja pemerintah desa dengan perwakilan dari masyarakat 
Penyampian informasi pengelolaan dana desa dengan melalui media 
komunikasi seperti spanduk dan sosialisasi dengan tujuan untuk 
memberitahukan informasi kepada masyarakat akan penggunaan dana desa 
tersebut berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan sesuai prosedur yang ada, 
dan hal ini merupakan bentuk transparansi pemerintah desa kepada 
masyarakat atau khalayak umum.(hasil wawancara dengan kepala desa Jelarai 
Selor pada tanggal 4 Agustus 2018)". 
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3. Dukungan 
Pertanyaan : 
a). Bagaimana dukungan pemerintah desa dalam mendukung pengelolaan dana desa. 
"Pelaksanaan pengelolaan dana desa yang telah memiliki standar operasional 
prosedur (SOP) dalam perencanaan penyusunan anggaran, pelaporan serta 
monitoring, dalam menunjang mekanisme tersebut pemerintah desa 
mendukung sarana dan prasarana untuk mempercepat pelaksanaan 
pengelolaan dana desa tersebut. pemerintah desa dalam mendukung 
pengelolaan dana desa tersebut telah menyediakan sarana dan prasarana 
seperti laptop, computer dan internet sebagai wadah dalam mendulrung 
percepatan pengelolaan dana desa tersebut sebagaimana batas waktu yang 
telah ditentukan. Kemudian daripada itu pemerintah desa juga membuat 
program peningkatan kapasitas aparatur dalam menunjang pekerjaan serta 
meningkatkan kemampuan daya saing supaya dapat lebih produktif dan 
inovatif dalam membangunan desa (hasil wawancara dengan kepala desa 
Jelarai Selorpada tanggal 4 Agustus 2018). 
4. Pembagian Potensi 
Pertanyaan : 
a). Bagaimana bentuk pembagian wewenang dari kades kepada aparatur desa dalam 
pengelolaan dana desa. 
Jawaban : 
" Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana jabatan 
yang telah diembannya belum dilengkapi oleh peraturan kepala desa tentang 
uraian tugas dan fungsi, atau standar operasional prosedur (SOP), sehingga 
sering terjadi tumpang tindih pekerjaan antar bidang atau menumpuknya suatu 
pekerjaan pada salah satu aparatur yang dianggap mampu dalam bekerja. Hal 
tersebut juga dipengaruhi sampai saat ini belum jelasnya pelimpahan 
kewangan kepala daerah atau bupati kepada pemerintah desa (hasil wawancara 
dengan kepala desa Jelarai Selor tanggal 4 Agustus 2018)". 
B. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi pengelolaan dana desa 
Pertanyaan : 
l . Kemampuan teknis 
a). faktor - faktor apa saja penghambat dalam pengelolaan dana desa pada Kecamatan 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. 
Jawaban: 
" Kemampuan dan keterampiran serta pengalaman kerja aparatur desa 
yang dimiliki saat ini masih kurang dari harapan yang dikehendaki oleh 
kepala desa dalam mendukung program/kegiatan yang akan 
diselenggarakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa kedepannya. 
karena hal tersebut sangat menentukan keberhasilan program yang telah 
direncanakan bersama terutama berkaitan dengan program yang ditetapkan 
oleh kepala desa yang menjadi kontrak politik bersama masyarakat. 
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Keterbatasan aparatur desa dalam mengelolah dana desa saat ini bukan 
semata karena faktor keterbatasan pemeri.ntah desa saja, namunjuga filktor 
pemerintah daerah, hal ini dapat dibuktikan dengan contoh diklat 
pemenuhan kebutuhan peningkatan aparatur desa dalam menunjang 
kinerja dimasing-masing desa tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan 
oleh pemerintah daera.h khususnya pemerintah daerah sehingga daya 
ungkit yang diterima dari pelatihan atau pendidikan tersebut tidak terlalu 
signifikan dalam mendorong kemajuan program/kegiatan dalam mencapai 
output dan outcome yang diharapkan oleh pemerintah dan desa khususnya, 
yang kedua terlambatnya penyaluran dana desa setiap tahunnya yang 
mengakt'batkan pada sistem perencanaan pembangunan desa yang 
dilakukan pada awal tahun. Sehingga hal tersebut juga yang 
mempengaruhi pekerjaan pemerintah desa saat ini mengalami kendala bailc 
dalam pelaksanaan maupun dalam pertanggungjawaban keuangan desa, 
dan yang terakhir menurut kami yaitu pengalaman kerja merupakan sa1ah 
satu faktor yang sangat berpengaruh dalam mendukung kinerja aparat 
pemerintah desa, hal ini dapat kita lihat dari latarbelakang masing-masing 
aparat desa yang ada saat ini. Ketiga hal tersebut menurut hemat kami 
yang sangat menghambat dalam pengelolaan dana desa saat ini". (basil 
wawancara dengan kepala desajelarai selor tanggal 4 Agustus 2018). 
2. Dukungan 
Pertanyaan : 
a). Apakah hambatan dalam dukungan dari pemerintah daerah dalam percepatan 
pelaksanaan dana desa. 
Jawaban : 
" Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Kabupaten Bulungan dalam dukungan kebijakan terhadap Pengelolaan 
Dana Desa dinilai kurang produktif apabila mengacuh pada Peraturan 
Menteri Dal.am Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Desa terkait tahapan dalam perencanaan pembangunan 
yang wajib dilalui oleh pemerintah desa. Dari segi waktu dan perencanaan 
pekerjaan akan sangat berpengaruh terhadap mutu kualitas pekerjaan yang 
diharapkan dalam pembangunan didesa, disamping itu juga kebijakan 
kolektif dalam pencairan serta persyarakatan dalam pengajuan pada tabap 
1 (satu) untuk dana desa sangat merugikan kepada pemerintah desa yang 
telah selesai dalam proses penyusunan laporan pertanggung jawaban 
keuangan tahap 3 (tiga) tahun sebelumnya, kemudian hal lain yang 
menyebabkan terlambatnya pelaksanaan pengelolaan dana desa pada 
tingkat desa yaitu penyusunan laporan pertanggungjawaban yang lama 
tersusun akibat instansi non pemerintah desa seperti PKK, LPMD 
terlambat dalam penyampaian laporan pemanfaatan dana desa tersebut. 
faktor lain yang juga mempengarubi implementasi pengelolaan dana desa 
pada kecamatan tanjung selor dalam tahun anggaran 2018 ini adalah 
proses penetapan peraturan bupati bulungan tentang pengadaan barang dan 
jasa desa, sehingga pemerintah desa harus menyesuaikan dengan kondisi 
tersebut untuk dilampirkan dalam ketentuan peratauran kepala desa 
tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dan menjadi patokan bagi 
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pemerintah desa dalam menyusun program/kegiatan yang berhubungan 
dengan pengadaan barang dan jasa desa, faktor selanjutnya yang menjadi 
hambatan dalam implementasi pengelolaan dana desa yaitu mekanisme 
verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas 
pemberdayaan masyarakat desa dan kecamatan tanjung selor yang dinilai 
cukup panjang rantai birokrasi untuk dilewati dalam mencapai kata 
persetujuan pengajuan pencairan dana desa, kondisi ini disebabkan tidak 
terpadunya tim evaluasi keuangan desa dalam memberikan verifi.kasi 
kepada desa untuk pertanggung jawaban keuangan sebagai syarat dalam 
pencairan. Tim evaluasi melaksanakan pekerjaannya secara parsial pada 
masing-masing bidang/instansi bukan pada tingkat kolektif untuk dapat 
memverifikasi dokumen perencanaan pengelolaan keuangan desa tahun 
berjalan". ( basil wawancara dengan kepala desa jelai selor pada tanggal 4 
Agustus 2018) 
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TRANSKRIP HASIL WAW ANCARA 
: lmplementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatanan 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara 
INFORMAN Kepala Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan 
1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor 
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. 
A. Kemampuan Organisasi 
1). Kemampuan Teknis 
Pertanyaan : 
a). Bagairnana kemampuan teknis sumberdaya aparatur desa dalam Penganggaran 
pengelolaan dana desa. 
Jawaban : 
"Penganggaran dana desa dalam mendukung percepatan pembangunan dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Tengkapak pada tahun 
anggaran 2018 di prioritaskan pada bidang Pembangunan Desa dengan 
anggaran Rp.837.063.296 untuk mendukung 5 ( lima ) kegiatan, bidang 
Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 10.000.000 untuk mendukung 1 
( satu ) kegiatan ,dan bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 10.000.000 
untuk mendukung 1 (satu) kegiatan. Penetapan program prioritas penggunaan 
dana desa tahun anggaran 2018 ini merupakan basil musyawarah desa yang 
dilaksanakan diawal tahun bersama dengan masyarakat .(hasil wawancara 
dengan kepala desa Tengkapak tanggal 16 Agustus 2018)". 
Pertanyaan : 
b ). Bagaimaoa ketepatan waktu dalam Penyaluran pengelolaan dana desa tengkapak. 
Jawaban : 
" Terlaksananya pencairan dana desa pada tahap 1 tahun 2018 dilaksanakan 
pada tanggal 4 Juni 2018 setelah memperoleh persetujuan dari dinas 
pemberdayaan masyarakat desa kabupaten bulungan dengan melengkapi 
persyaratan pengajuan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan 
dan belanja desa serta laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 
sebelumnya sesuai dengan mekanisme yang berlak:u. Keterlambatan pencairan 
tersebut mempengaruhi perencanaan pembangunan desa yang mana telab 
diatur dalam rencana kerja selama 1 (satu) tabun kedepannya sehingga akan 
memaksa pelaksanaan program kegiatan untuk diundur dan tidak sesuai 
dengan kondisi ideal seperti yang diharapkan. Persyaratan pengajuan 
pencairan dana desa telah dilengkapi oleh pada bulan april tahun 2018, yang 
mana seyogyanya pencairan dapat dilakukan pada bulan yang sama karena 
kelengkapan persyaratan dalam pencairan telah terpenuhi secara normatif. 
(hasil wawancara dengan kepala desa Tengkapak tanggal 16 Agustus 2018). 
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B. Informasi 
Pertanyaan : 
a). Bagaimana bentuk informasi pengelolaan dana desa dari pemerintah daerah 
kepada pemerintah desa. 
Jawaban : 
"Sarana Informasi pengelolaan dana desa yang yang disampaikan oleh 
pemerintah daerah kepada pemerintah desa dilakukan melalui surat keputusan 
bupati dengan penetapan besaran pagu anggaran dana desa pada desa. 
Infonnasi tersebut disampai kepada pemerintah desa dalam rapat desa yang 
dipimpin langsung oleh Dinas Pembedayaan masyara.kat Desa yang dihadiri 
oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sarana informasi terhadap 
pengelolaan dana desa hanya diberikan pada waktu rapat kerja( hasil 
wawancara dengan kepala desa Tengkapak pada tanggal 16 Agustus 2018)". 
C. Dukungan 
Pertanyaan : 
a). Bagaimana sarana dan prasarana Pemerintah Desa dalam mendukung 
pengelolaan dana desa. 
Jawaban : 
" Dukungan pemerintah desa percepatan pengelolaan dana desa dilakukan 
dengan berbagai cara yaitu pertama, pemerintah desa telah menyiapkan sarana 
komunikasi online atau WhatUp sebagai wadah atau tempat pemeritah desa 
dalam menunjang pengelolaan dana desa terutama yang berkaitan dengan 
perubahan regulai, dan sering masalah pelaksanaan. Kedua, pemerintah desa 
dalam percepatan pengelolaan dana desa agar tepat sasaran dan waktu maka 
pengembangan sumberdaya aparatur juga harus dibarengi dengan 
pengningkatan kapasitas atau kemampuan dan keterampilan sebagai 
penunjang pekerjaan. Ketiga, malalui koordinasi dan konsultasi langsung 
kepada Kecamatan Tanjung Selor sebagai Pembina dalam pengelolaan dana 
desa tersebut. .( hasil wawancara dengan kepala desa Tengkapak pada tanggal 
16 Agustus 2018)". 
D. Pembagian Potensi : 
Pertanyaan : 
a). Bagaimana bentuk pembagian wewenang dari kades kepada aparatur desa 
dalam pengelolaan dana desa. 
Jawaban: 
" uraian tugas dan fungsi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa 
sampai saat ini masih mengacuh pada peraturan menteri dalam negeri dan 
peraturan menteri keuangan serta peraturan bupati. Seyogyanya pemerintah 
desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa harus menyusun standar 
operasional prosedur (SOP) supaya dalam pengelolaan dana desa tersebut 
memiliki tata aliran kerja yang baku untuk menjadi arah atau petunjuk dalam 
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pelaksanaannya, sehingga pertanggungjawaban dan pelaporannya tidak 
mengalami keterlambatan (basil wawancara dengan kepala desa Tengkapak 
pada tanggal 16 Agustus 2018)". 
Pertanyaan : 
b ). Bagaimana bentuk peluang pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. 
Jawaban: 
" peluang dalam pemanfaatan dalam dana desa salah satunya adalah 
pengentasan kemiskinan, karena masyarakat desa mendapat pekerjaan disisi 
lain kemampuan mereka juga meningkat karena banyak infrastruktur dan 
pemberdayaan yang dilaksanakan melalui dana desa. Perlu disampaikan juga 
bahwa selain masyarakat lokal dipedesaan kami terdapat kawasan transmigrasi 
pemmkiman diwilayah kami yang tidak terpisahkan. ( basil wawancara 
dengan kepala desa Tengkapak tanggal 16 Agustus 2018)". 
2. Faktor penghambat implementasi pengelolaan dana desa. 
a. Kemampuan organisasi 
Pertanyaan : 
1 ). Bagaimana Kemampuan organisasi dalam pertanggungjawaban dana desa dan 
pencairan dana desa. 
Jawaban : 
"Kemampuan teknis yang dimiliki aparatur desa apabila dibandingkan 
dengan kemampuan yang ada diluar pulau Kalimantan Utara memang 
masih jauh dari kata maksimal, namun keadaan tersebut tidak dapat 
dihelak dengan kondisi saat ini khususnya pada desa tengkapak. kondisi 
ini disebabkan oleh salah satu faktor yaitu kurangnya perhatian atau 
keseriusan pemerintah daerah dalam memajukan desa dibuktikan dengan 
lambatnya penyaluran dana desa dalam setiap tahun sehingga 
menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat desa untuk menjadi aparatur 
pemerintah desa. Kondisi lain juga yang sangat memperihatikan dalam 
peningkatan kemampuan teknis aparatur desa baik dalam perencanaan, 
pertanggungjawaban serta informasi teknologi adalah kurangnya 
fleksibilitas pemerintah daerah dalam memberikan kewenangan bagi 
pemerintah desa agar memilih atau menentukan diklat/pelatihan yang 
sesuai dengan kebutuhan masing-masing, hal ini dimaksud karena 
pemerintah desa adalah daerah otonom yang diataur oleh undang-undang 
bukan merupakan satu kesatuan atau memiliki garis komando dengan 
pemerintah daerah namun hanya garis koordinasi sebagai Pembina 
pemerintah desa, tentu hal ini yang menjadi salah satu faktor penghambat 
bagi desa dalam berkreasi untuk pengelolaan dana desa yang ada". (basil 
wawancara dengan kepala desa Tengkapak tanggal 16 Agustus 2018)". 
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Pertanyaan : 
b ). Apakah pemerintah desa telah memiliki SOP dalam pertanggungjawaban dana 
desa dan pencairan dana desa. 
Jawaban : 
" Pemerintah desa sebagai subsitem dalam penyelenggaraan sistem 
pemerintahan pada tingkat desa sampai saat ini untuk pelaksanaan 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa pada level 
desa belum memiliki atau menyusun terkait Standar Operating Procedures 
bagi pemerintah desa sebagai alat kontrol dalam ketepatan penyelesaian 
suatu pekerjaan)ceamanan, kepastian waktu dan tanggung jawab pada 
masing-masing apartur desa terkait siapa mengerjakan apa serta 
kenyamanan dalam lingkungan pelayanan". ( hasil wawancara dengan 
kepala desa tengkapak pada tangagl 16 Agustus 2018) 
b. Dukungan 
Pertanyaan : 
Bagaimana bentuk dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam percepatan 
pengelolaan dana desa. 
Jawaban: 
" pengelolaan keuangan desa dalam tahun anggaran 2018 mengalami 
keterlambatan untuk penyerapan anggarannya, hal ini dikarenakan syarat 
dalam pengajuan pencairan tahap 1 (satu) dana desa harus secara kolektif dan 
serta wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa 
terakhir yaitu pada tahap 3 (tiga) tahun sebelumnya sebagai syarat dalam 
pencairan dana desa desa tahap satu, disamping itu penyampaian pagu 
indikatif besaran dana desa disampaikan pada bulan febuari yang secara 
otomatis akan mempengaruhi mekanisme perencanaan pembangunan desa 
sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Keterlambatan tersebut juga sebenamya berasal dari faktor internal pemerintah 
desa yaitu lambatnya menyusun lapoaran pertanggung jawaban keuangan desa 
yang di sebabkan oleh beberapa hal yaitu lambatnya mitra - mitra pemerintah 
desa dalam menyampaikan laporan penggunaan dana desa yang diberikan 
seperti PKK, LPMD dll, selanjutnya laporan dari pihak ketiga terutama yang 
mengerjakan pekerjaan fisik biasanya sulit untuk memperoleh laporan akhir 
pelaksanaan tugas/pekerjaan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan karena 
selalu tidak tepat waktu dalam pelaporannya, kemudian yang terakhir yaitu 
peraturan bupati bulungan tentang pengadaan barang dan jasa untuk 
pemerintah desa yang barn saja di sosialisasikan kepada pemerintah desa. 
Tentu kebijakan ini akan sangat mempengaruhi dalam pengelolaan atau 
percepatan pemanfaatan dana desa yang harus memasukkan peraturan tersebut 
didalam konsederan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta 
menjadi patokan bagi aparatur desa dalam menetapkan barang yang akan 
diakomodir untuk tahun berjalan". ( basil wawancara dengan kepala desa 
tengkapak pada tanggal 16 Agustus 2018). 
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Lampiran 
WDUL 
TRANSKRIP HASIL WAW AN.CARA 
: lmplementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatanan 
Tanjung Selor K.abupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara 
INFORMAN : Kepala Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan 
1. lmplementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor 
K.abupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. 
A. Kemampuan Organisasi 
1). Kemampuan Teknis 
Pertanyaan : 
a). Bagaimana ketepatan penyaluran dana dana desa pada desa Gunung Sari. 
Jawaban : 
" Penyaluran dana desa dalrun tahun anggaran 2018 ini untuk tahap 1 (satu) 
dicairkan pada tanggal 5 Mei tahun 2018 setelah dilengkapinya persyaratan 
pencairan sesuai dengan prodesur. Pencairan tersebut sangat berbanding 
terbalik dengan kelengk:apan persyaratan yang telah disampaikan pada dinas 
pemberdayaan masyarakat desa pada buJan Januari tahun 2018 sebagaimana 
ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati. Didalam pencairan tahap I 
wajib mengikutsertakan penyelesaian laporan penggunaan dana desa tahun 
sebelumnya dengan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja 




a). Bagaimana bentuk media komunikasi informasi dari pemerintaha kepada 
pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. 
Jawaban: 
"Media komunikasi dalam penyampaian informasi pelaksanaan pengelolaan 
dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan clan belanja negara 
kepada masyarakat disampaikan melalui media komunikasi masa yang 
bersifat satu arah kepada khalayak masa seperti dalam bentuk papan 
informasi, spanduk atau rapat desa/sosialisasi yang dilaksanakan diawal 
tahun oleh pemerintah desa. Media komunisi masa tersebut melalui spanduk 
atau rapat sosialisasi menyangkut skala prioritas yang akan dilaksanakan 
bersama dengan jumlah anggaran yang di setujui oleh pemerintah desa. 
Penyampaian informasi tersebut dipasang pada tempat-tempat umum didalam 
wilayah desa sebagai bentuk dari transparansi pemerintah desa dalam 
pengelolaan dana desa bagi masyarakat. ( hasil wawancara dengan kepala 
desa Gunung Sari pada tanggal 5 Agustus 2018)". 
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3). Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa 
Pertanyaan : 
a). Apakah faktor penghambat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. 
Jawaban : 
" Kemampuan teknis aparatur pemerintah desa saat ini masih memiliki 
keterbatasan yang harus menjadi perhatian pemerintah desa dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Kemampuan ini tentu tidak lepas dari 
faktor pendidikan dan keterampilan yang dimiJiki oleh masing-masing 
aparatur desa dalam mendukung kinerja sehari-hari, hal ini dapat di ukur 
dari ketepatan waktu dalam menyusun APBDes dan Pertanggugjawaban 
dana desa yang selalu menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemerintah 
desa. Pemerintah desa dalam hal ini tentu memilik:i kendala dalam 
peningkatan kapasitas atau kemampuan aparatur desa yaitu rantai birokrasi 
yang cukup panjang dalam mendapatkan izin bagi aparatur pemerintah 
desa untuk mengembangkan kemampuan teknis tersebut terutama untuk 
keluar daerah yang harus sampai tingkat bupati dalam disposisi izin 
peningkatan kapasitas aparatur desa, ditambah dengan tidak jelasnya 
peraturan bupati tentang pelimpahan kewenangan kepada desa sampai saat 
ini". (hasil wawancara dengan kepala desa Gunung Sari pada tanggal 12 
Agustus 2018) 
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TRANSKRIP HASIL WAW ANCARA 
: lmplementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatanan 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara 
INFORMAN : Kepala Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten 
Bulungan 
1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor 
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. 
A. Kemampuan Organisasi 
1 ). Kemampuan Teknis 
Pertanyaan : 
a). Bagaimana kemampuan teknis sumberdaya aparatur desa dalam Penganggaran 
pengelolaan dana desa. 
Jawaban : 
" Perencanaan pegelolaan dana desa yang di rumuskan melalui musyawarah 
perencanaan pembangunan desa. Desa Gunung Seriang menyelenggarakan 
musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk kegiatan tabun anggaran 
2018 dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2018 di Desa Gunung Seriang 
Kecamatan Tanjung Selor. Pelaksanaan musrenbangdes tersebut pemerintah 
desa gunung seriang mengundang beberapa perwakilan dari toko pemuda, 
toko masyarakat, toko agama, toko pendidi.kan perwakilan nelayan, 
perwakilan masyarakat miskin, perwakilan kelompok perempuan dan 
perwakilan petani dalam memberi tanggapan dan saran terhadap kegiatan 
yang akan dilaksankan pada tahun 2018 dalam penggunaan dana desa yang 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagaimana 
mekanisme sistimatika yang berlaku. Pemerintah Gunung Seriang dalam 
musyawarah perencanaan pembangunan desa menghasilkan kesepakatan 
usulan terhadap penggunaan dana desa yang akan dituangkan dalam rencana 
kerja pemerintah desa untuk tahun anggaran 2018. (hasil wawancara dengan 
kepala desa Gunung Seriang tanggal S Agustus 2018)" . 
Pertanyaan : 
b ). Bagaimana kemampuan teknis sumberdaya aparatur desa dalam penyelesian 
laporan pengelolaan dana desa. 
Jawaban : 
" Penyelesaian laporan pertanggungjawaban dana desa kurang mampu untuk 
diselesaikan tepat waktu hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala internal 
dan eksternal pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan dana 
desa, terutama bagi unsur pemerintah lainnya dan pekerjaan fisik (basil 
wawancara dengan kepala desa Gunung Seriang tanggal S Agustus 2018)". 
,'~~------~~========~~============~============= 
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Pertanyaan : 
c ). Bagaimana bentuk koordinasi pemerintah desa dengan instansi terkait dalam 
percepatan pelaksanaan pengelolaan dana desa 
Jawaban : 
" Pelaksanaan koordinasi oleh pemerintah desa dengan instansi terkait 
pengelolaan dana desa dalam mendukung percepatan dilakukan dengan 2 
(dua) cara yaitu koordinasi secara langsung ke dinas pemberdayaan 
masyarakat desa dan koordinasi secara tidak langsung atau online (WhatUp) 
group yang telah dibangun untuk seluruh desa yang ada di kabupaten 
bulungan. Kedua cara tersebut yang digunakan dalam berkoordinasi dalam 
mendukung percepatan pengelolaan dana desa pada tahun anggaran 2018. 




a). Bagaimana bentuk media komunik.asi informasi Pengelolaan Dana Desa dari 
pemerintah kepada pada pemerintah desa dilakukan melalui media komunikasi 
spanduk dan media komunikasi masa (sosialisasi). 
Jawaban : 
" sarana media komunikasi dalam Pengelolaan keuangan dana desa pada 
tingkat desa disampaikan dalam melalui media komunikasi masa yang bersifat 
satu arah yaitu melalui rapat desa atau sosialisasi kepada masyarakat terhadap 
informasi pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara yang menjadi skala proritas dalam tahun anggaran akan 
datang. hal ini merupakan salah bentuk transparansi pemerintah desa kepada 
masyarakat dalam pengelolaan dana desa diwilayah kerja masing-masing 




b ). Bagaimana dukungan sarana dan prasarana Pemerintah Desa dalam mendukung 
pengelolaan dana desa. 
Jawaban : 
"Dukungan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dana desa dilakukan 
dengan melengkapi sarana dan prasarana yang memadai sebagai bentuk 
dukungan dalam menunjang kelancaran proses pengelolaan dana desa, 
kemudian daripada itu pemerintah desa juga telah membangunan sarana 
komunikasi online sesama desa yang ada melalui WbatUp keuangan desa 
untuk mempermudah dan mempercepat penerimaan informasi yang 
berhubungan dengan pengelolaan dana desa (basil wawancara dengan kepala 
desa Gunung Seriang tanggal 5 Agustus 2018). 
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4. Pembagian Potensi 
Pertanyaan : 
a). Bagaimana bentuk pembagian wewenang dari kades kepada aparatur desa 
dalam pengelolaan dana desa. 
Jawaban : 
" Uraian tugas dan fungsi pada pemerintah desa sampai saat ini masih 
mengacuh pada peraturan yang dikelwukan oleh pemerintah pusat, belum 
adanya suatu peraturan kepala desa yang mengatur secara teknis tentang 
Wllian tugas dan fungsi aparatur pemerintah desa dalam bekerja. Kondisi 
tersebut akan memberikan dampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa 
terutama pengelolaan keuangan dana desa seperti laporan pertanggungjawaban 
yang selalu terlambat.penyusunan urian tugas dan fungsi oleh pemerintah desa 
belum mampu dilaksanakan karena membutuhkan persyaratan yang cukup 
banyak. (hasil wawancara dengan kepala desa Gunung Seriang tanggal 5 
Agustus 2018). 
Pertanyaan : 
b ). Apak:ah kelemahan dalam pengelolaan dana desa. 
Jawaban : 
" keterbatasan atau potensi kelemahan dalam pemanfaatan dana desa saat ini 
adalah mekanisme dalam pembayaran pajak pengadaan barang/jasa yang 
masih bersifat baru bagi aparatur pemerintah desa yang bersumber anggaran 
pendapatan dan belanja negara dimana harus memiliki rumusan tersendiri 
dalam perhitungan barang tersebut ditambah dengan peraturan yang cukup 
banyak tentang dana desa ( hasil wawancara dengan kepala desa Gunung 
Seriang pada tanggal 5 Agustus 2018)". 
Pertanyaan : 
c). Bagaimana peluang dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa. 
Jawaban : 
" melalui dana desa kegiatan perkebunan berbasis masyarakat didaerah kami 
sangat signifikan meningkat, khususnya untuk tanaman komuditi lada, 
dimana sebelumnya masyarakat banya mengandalkan teknologi sederhana 
sekarang dengan pemanfaatan dana desa bisa ditingkatkan menjadi teknologi 
tepat guna serta peningkatan pemberdayaan melalui kegiatan pelatiban, 
bimbingan teknis serta kunjungan lapangan. (basil wawancara gunung seriang 
pada tanggal 5 Agustus 2018)'. 
2. Faktor pengbambat implementasi pengelolaan dana desa 
Pertanyaan : 
faktor - faktor apa saja penghambat dalam pengelolaan dana desa pada Kecamatan 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. 
Jawaban : 
" Standar Operating Procedures (SOP) dalam pengembangan pelayanan dan 
kenyamanan pekerjaan sampai saat ini belum dimiliki oleh pemerintah desa 
sebagai acuan dalam menata pekerjaan agar dapat memberikan pelayanan 
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publik yang lebih maksimal kepada masyarakat khususnya. Keberadaan 
Standar Operating Procedures (SOP) tersebut sangat membantuh pemerintah 
desa dalam mengakses data yang diperlukan, memberikan kejelasan akan 
pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan kepastian waktu dalam penyelesaian 
pekerjaan yang laksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan 
kenyamanan terhadap proses dan produk pelayanan publik terhadap 
masyarakat yang harus memperoleh perlakuan sama dalam menerima 
pelayanan". ( basil wawancara dengan kepala desa Gunung Seriang 5 Agustus 
2018) 
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TRANSKRIP HASIL WAW ANCARA 
: lmplementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatanan 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara 
INFORMAN : Kepala Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan 
I. lmplementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor 
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. 
A. Kemampuan Organisasi 
1). Kemampuan Teknis 
Pertanyaan : 
a). Bagaimana kemampuan teknis sumberdaya aparatur desa dalam perencanaan 
Penganggaran pengelolaan dana desa. 
Jawaban : 
" Pemerintah Desa Apung menyelenggarakan musyawarah perencanaan 
pembangunan desa untuk kegiatan tabun 2018 pada tanggal 27 Januari 2018 
bertempat di Kantor Aula Pemerintah Desa Apung dengan mengundang toko 
masyarakat, toko agama, toko pemuda, toko pendidikan, kelompok tani, 
kelompok nelayan dan perwakilan kelompok masyarakat miskin dan lain-
lain. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa kali pemerintah 
desa apung memprioritaskan dana desa yang bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara pada pembagunan pada bidang pembangunan 
desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk kegiatan tahun 
anggaran 2018. Tetapi dalam jadwal pelaksanaan musyawarah perencanaan 
pembangunan desa yang disampaikan oleh Pemerintah Kecamatan Tanjung 
Selor tersebut memberikan kebingungan terhadap internal pemerintah desa 
yang selama ini mengacuh pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa yang mengatur 
musrenbangdes dilaksanakan paling lambat bulan juni tabun berjalan 
kegiatan atau bulan juni tahun anggaran 2017 untuk persiapan pelaksanaan 
kegiatan tahun 2018. (basil wawancara dengan Kades Apung tanggal 10 
Agustus 2018)". 
Pertanyaan : 
b ). Apakah pemerintah desa telah memiliki Standar Operasional Prosedur dalain 
pengelolaan dana desa. 
Jawaban : 
"Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dalam menunjang 
implementasi pengelolaan dana desa pada level desa sampai saat ini belum 
tersusJ.J.D.. Maka dengan belum tersusunnya tersebut selalu menjadi kendala 
bagi ~merintah desa terutama dalam laporan pertanggungjawaban keuangan 
pengguqaan dana desa yang selalu mengalami kesulitan dalam penyelesiannya 
yang di&ebabkan oleh faktor internal kantor sendiri, sehingga dampak tersebut 
berimplikasi terhadap pencairan dana desa yang mengalami keterlambatan 
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kondisi ini berlaku pada semua desa yang ada. (basil wawancara dengan 
kepala desa Apung tanggal IO Agustus 2018)". 
B. Infonnasi 
Pertanyaan : 
a). Bagaimana bentuk media komunikasi informasi pemerintah desa dalam 
pengelolaan dana desa kepada masyarakat. 
Jawaban: 
"Dukungan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa tahun 2018 
ditunjukkan dengan media komunikasi masa yang dibangun dalam 
pengelolaan dana desa yaitu melalui rapat sosialisasi dengan masyarakat, 
pendidikan dan pelatihan Bwndes serta spanduk yang dipasang disetiap 
persimpangan jalan yang ramai dilalui khalayak umum. Media komunikasi 
masa ini dinilai cukup efektif dalam penyampaian informasi kepada 
masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab moril pemerintah desa dan 
tanggungjawab transparansi dalam pengelolaan dana desa serta 
pertanggungjawabannya kepada masyarakat selalu penerima manfaat dari 
kegiatan tersebut (basil wawancara dengan kepala desa Apung pada tanggal 
10 Agustus 2018)'. 
C. Pembagian Potensi 
Pertanyaan: 
a). Apakah kelemahan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. 
Jawaban: 
" Pemanfaatan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan daa 
belanja negara memiliki tingkat kelemahan bagi pemerintah desa dalam 
pemanfaatannya yaitu banyaknya regulasi yang mengatur tentang dana desa 
yang harus dimengerti dan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal ini 
memberikan tantangan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa 
baik dari segi penetapan skala prioritas maupun dari segi pertanggungjawaban 
dana desa tersebut (basil wawancara dengan kepala desa Apung 10 Agustus 
2018)". 
D. Strategi dalam pengelolaan dana desa 
Pertanyaan : 
a). Apakah kelemahan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. 
Jawaban: 
" Strategi didalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa kedepannya 
seyogyanya peraturan bupati dan surat keputusan bupati tentang pengelolaan 
dan penetapan pagu dana desa ditetapkan lebih awal oleh pemerintah daerah, 
sehingga tidak mengganggu perencanaan dan penganggaran dalam 1 (satu) 
tahun kedepannya. (hasil wawancara dengan kepala desa Apung tanggal 10 
Agustus 2018) 
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Lampiran 
JUD UL 
TRANSKRIP HASIL WAW ANCARA 
: lmplementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatanan 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara 
INFORMAN : Kepala Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan 
I. lmplementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tanjung Selor 
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. 
A. Kemampuan Organisasi 
1 ). Kemampuan Teknis 
Pertanyaan : 
a). Bagaimana kemampuan teknis sumberdaya aparatur desa dalam menyusun 
anggaran pengelolaan dana desa. 
Jawaban : 
"Penyusunan anggaran dana desa dalam tahun 2018 oleh pemerintah desa 
Bumi Rahayu menetapkan beberapa prioritas sesuai dengan prosedur 
penggunaan dana desa pada juklak dan juknis. Skala prioritas tersebut bidang 
Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dengan total 
anggaran Rp.179.845 .500, dan bidang Pembinaan Masyarakat yang terdiri dari 
1 (satu) kegiatan dengan anggaran Rp.183.385.00, Penyusunan prioritas 
penggunaan dana desa ini telah sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan 
dana desa baik dari pusat maupun dari pemeintah daerah kabupaten bulungan 
tahun 2018 (basil wawancara dengan kepala desa Bumi Rahayu tanggal 18 
Agustus 2018)". 
Pertanyaan : 
b ). Bagaimana kemampuan teknis sumberdaya aparatur desa dalam berkoordinasi atau 
komunikasi pengelolaan dana desa. 
Jawaban : 
" Pemerintah desa dalam menunjang percepatan pengelolaan dana desa dalam 
tahun berjalan dirutin dilaksanakan koordinasi pada dinas pemberdayaan 
masyarakat desa dan pendamping desa. Koordinasi ini dilakukan dalam 3 
(tiga) bentuk yaitu secara langsung mendatangi dinas pemberdayaan 
masyarakat desa atau mengirim surat secara langsung terkait permasalahan 
yang ada. Sedangkan yang ke 3 (tiga) adalah secara online atau melalui 
WhatUp (WA) group yang telah dibangun oleh asosiasi pemerintah desa se 
kabupaten bulungan dalam memudahkan sharing atau bertukar pendapat serta 
menyampaikan informasi yang bersifat barn yang mendukung pengelolaan 
dana desa (basil wawancara dengan kepala Desa Bumi Rahayu pada tanggal 
18 Agustus 2018)". 
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2. Informasi 
Pertanyaan : 
c ). Bagaimana bentuk media komunikasi informasi pemerintah desa kepada 
masyarak:at dalam pengelolaan dana desa. 
Jawaban: 
"Pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam tahun anggaran 2018 telah 
ditersusun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Pelaksanaan 
penggunaan dana desa tersebut disampaikan kepada masyarak:at melalui media 
komunikasi masa atau yang meliputi media spanduk dan sosialisasi kepada 
masyarak:at dalam rapat kerja pemerintah desa bersama masyarakat dan 
perwakilan masyarakat yang menjadi unsur dalam pengelolaan dana desa 
sesuai dengan mekanis yang telah diatur. Hal tersebut sebagai bentuk 
tanggungjawab aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang 
bersumber dari APBN kepada masyarakat selaku penerima manfaat dari 
kebijakan afumatif tersebut.( hasil wawancara dengan kepala desa Bumi 
Rahayu pada tanggal 18 Agustus 2018). 
3. Pembagian Potensi 
Pertanyaan : 
c). Apakah kelemahan dari pengelolaan dana desa yang bersurnber dari APBN. 
Jawaban : 
" Kelemahan dalam pemanfaatan dana desa dari APBN tersebut adalah 
banyaknya regulasi yang mengatur tent:ang pelaksanaan dan pemanfaatan 
anggaran tersebut, hal ini ditambah dengan kondisi aparatur desa yang tingkat 
pendidikan serta akses dalam memperoleh media informasi terbatas. Misalnya 
dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana desa menjadi 
kendala tersendiri bagi pemerintah desa dalam pembayaran pajak serta 
membuat kelengkapan dokumen lainnya. hal ini yang menjadi kelemahan 
dalam pelaksanaan dana desa saat ini. ( basil wawancara dengan kepala desa 
Bumi Rahayu 16 Agustus 2018)". 
4. Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa. 
Pertanyaan : 
a). Apakah faktor penghamat dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari 
APBN. 
Jawaban : 
" Aparatur Pemerintah Desa merupakan faktor utama dalam penggerak 
dan penyelenggaraan roda pemerintah desa, namun kondisi tersebut masih 
jauh dari harapan yang diharapkan oleh pemerintah dalam percepatan 
pembangunan, kesejahteraan dan pelayanan publik bagi masyarak:at 
didesa. Pokok permasalahan yang sangat mendasar dalam hal ini adalah 
aspek pendidikan atau pengetahuan serta keterampilan yang belum 
maksimal yang dimiliki oleh masing-masing aparatur dalam menunjang 
kegiatan operasional dalam tugas. Kondisi tersebut di pertajam dengan 
panjangnya mata rantai birokrasi yang harus dilalui dalam proses 
pengajuan peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur desa, yaitu 
sampai pada tingkat Kepala Daerah untuk persetujuan dalam peningkatan 
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kapasitas aparatur desa terutama bagi kegiatan diluar daerah" . ( basil 
wawancara dengan kepala desa Bumi Rahayu pada tanggal 15 Agustus 
2018) 
Pertanyaan : 
b ). Apakah pemerintah desa telah memiliki SOP dalam pengelolaan dana desa yang 
bersumber dari APBN. 
Jawaban : 
" Penyelesaian suatu pekerjaan pada tingkat pemerintah desa biasanya hanya 
dilakukan dengan asas rutinitas atau atas rasa pengalaman terhadap pekerjaan 
yang selama ini dilaksanakan oleh aparatur pemerintah desa sehingga banyak 
hal yang terlewatkan atau terdapat hal-hal yang tidak prioritas di akomodir 
dalam kegiatan tahun berjalan, sehingga kejelasan dan kepastian waktu serta 
kenyamanan dalam bekerja masih dirasakan lrurang. Misalnya keterlambatan 
pertanggungjawaban keuangan dana desa, adanya program yang tidak prioritas 
masuk dalam perencanaan sehingga tidak sesuai dengan RKPDes yang telah 
disusun oleb pemerintah desa, demikian yang dirasakan oleh pemerintah desa 
dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pengelolaan Dana 
Desa" . (basil wawancara dengan kepala Desa Bumi Rahayu pada tanggal 15 
Agustus 2018). 
Pertanyaan : 
c ). Apakah dukungan regulagi pemerintah menjadi hambatan terhadap pengelolaan 
dana desa yang bersumber dari APBN. 
Jawaban : 
" Regulasi tentang penetapan dan pencairan dana desa serta smat keputusan 
bupaten bulungan pada tabun 2018 ini keluar pada bulan febuari ditambah 
dengan terlambatnya peraturan bupati bulungan tentang pengadaan barang dan 
j asa bagi pemerintab desa sebagai tindaklanjut dari peraturan kepala lembaga 
kebijakan pengadaan barangljasa Pemerintah nomor 13 tahun 2013 tentang 
pedoman tata cara pengadaan barang /jasa di Desa. Dari beberapa kebijakan 
ini sangat mempengaruhi proses dari perencanaan pembangunan dalam rangka 
mempercepat pembangunan, kesejabteraan dan peningkatan ekonomi di desa 
&pabil kondisinya selalu mengalami kerlambatan pemerintah daerah 
memperoleh dukungan kebijakan pengelolaan dana desa setiap tahunnya". 
( hasil wawancara dengan kepala desa Bumi Rahayu pada tanggal 15 Agustus 
2018). 
..•. .... .... I 
43812.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
5. Strategi dalam pengelolaan dana desa 
Pertanyaan : 
a). Apakah strategi dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN. 
Jawaban : 
"Strategi dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa sebaiknya 
pemerintah daerah harus konsisten dalam menetapkan regulasi yang berkaitan 
dengan pengelolaan dana desa tersebut serta tidak menambahkan persyaratan 
tersirat didalam proses pengajuan dana desa, dan pemerintah harus menyusun 
standar operasional prosedur sebagai pedoman tata aliran penggunaan dana 
desa.(hasil wawancara dengan kepala desa Bumi Rahayu tanggal 18 Agustus 
2018)". 
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Lampiran 
JUD UL 
TRANSKRIP HASIL WAW ANCARA 
: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatanan 
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara 
INFORMAN : Kelompok masyarakat Desa Jelarai Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten 
Bulungan 
1. Pertanyaan : 
a). Bagaimana keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. 
Jawaban : 
" pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa telah diterlaksana 
sesuai dengan sistematika atau prosedur yang berlaku oleh pemerintah desa 
yang mana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut mengundang perwakilan dari 
berbagai organisasi di desa, seperti toko masyarakat, toko pemuda. dan toko 
pendidikan serta perwakilan dari masyarakat miskin untuk memberikan 
masukan atau pandangan dalam musyawarah pembangunan desa tersebut. 
(hasil wawancara dengan toko masyarakat desa Jelarai Selor pada tanggal 4 
Agustus 2018)". 
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